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Otoritarianisme seorang arsitek menunjukkan level egosentris dalam merancang sehingga karya yang dihasilkan lebih
cenderung baik baginya, tapi tidak selalu baik bagi semua. Sebagaimana Rezaei (2020) yang membagi tipe-tipe
perancang dalam level egosentris, pragmatis, fasilitator, technical assistant giver, dan advokat, karya ini menjadi upaya
untuk mendalami peran perancang sebagai seorang advokat yang melayani masyarakat sesuai dengan minat politis
mereka dan terlibat dalam penyelesaian problematika secara bersama. Hal ini bertujuan untuk menekan ego perancang
sehingga karya yang dihasilkan diupayakan sebagai karya yang memenuhi keinginan semua pihak.

Terilham dari prinsip demokratis bangsa kita dimana "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar", penggalian karya ditelusuri dengan memahami argumentasi-argumentasi yang timbul dari
pihak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan. Perancang mencoba
memposisikan diri sebagai juri yang adil, sambil menerjemahkan idealisme bersama dalam menemukan rancangan yang
ideal bagi Balai Kota Magelang. Berangkat dari isu mendesak bahwa Pemerintah Kota Magelang harus memindahkan
Kantor Walikotanya ke lokasi baru dalam jangka waktu dekat, karya ini menjadi bentuk kepedulian perancang untuk
mengusulkan konsep balai kota yang dimiliki bersama sekaligus membantu mengawali proses perancangannya. 

Sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, penulis yang diciptakan dari tanah, memohon agar tidak bersifat langit, selalu
bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Atas segala kemudahan dan petunjuk yang
diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan desain berbasis riset ini dalam karya terakhir sebelum diwisuda sebagai
seorang Sarjana Arsitektur. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan pada setiap pihak yang membantu dalam
penyempurnaan karya ini:

Kedua orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan langsung bagi kelancaran penulis;
Masyarakat Kota Magelang yang antusias dalam memberikan pandangan dan penilaiannya terhadap desain,
khususnya kepada stakeholders: Mas Bagus Priyana dan Ibu Elizabeth Rahayu Sri Hastuti, S.Pd, M.Si.;
Pemerintah Kota Magelang yang mendukung upaya penelitian untuk kemajuan bersama, khususnya pada
stakeholders Sekretariat Daerah: Bapak Drs. H. Joko Budiyono, M.M.; BAPPEDA yang diwakili oleh Bapak Iwan
Triteny Setyadi, S.T., M.T. dan Ibu Dr. Yetty Setiyaningsih, S.P., M.Eng.; DPUPR yang diwakili oleh Ibu Rizqi Dwi
Herawati, S.T. serta seluruh pihak di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Magelang yang membantu;
Bapak Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI. sebagai supervisor penulis yang selalu memberikan bimbingan
terbaik untuk penyempurnaan karya ini;
Bapak M. Galieh Gunagama, S.T., M.Sc. dan Dr. Ar. Jarwa Prasetya Sih Handoko, ST. , M.Sc., IAI., GP. sebagai
penguji yang memberikan masukan dan saran pengembangan untuk desain berbasis riset ini;
Rekan penulis yang memberikan dukungan langsung dalam penyelesaian karya ini, Muhammad Raffi Anton
Pratama, Fiorino Piscal Akbar, Nur Afifah Rahmah, dan Nofal Safli;
Seluruh jajaran dosen dan staff Departemen Arsitektur UII, khususnya Bapak David Hendri, S.T., M.T., IAP. sebagai
mentor penulis sejak ADS 1 yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi, mas Hilmi dan mbak Tyas yang
selalu ramah di Lab RRR;
Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi selalu penulis ingat.

Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk sesama dan membantu Kota Magelang tercinta dalam perencanaan.

Magelang, 1 Agustus 2023
Penulis

Dwiwangga Sang Nalendra Hadi

KATA PENGANTAR
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ABSTRAK
Kantor Walikota Magelang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat untuk pindah ke lokasi baru yang telah disepakati
bersama akibat adanya konflik kepemilikan lahan dengan Akademi TNI. Rencana pemindahan tidak diiringi dengan
evaluasi bahwa Kota Magelang tidak memiliki tempat pertemuan antara penduduk dan pemerintah yang menjadi konsep
dari balai kota. Atas dasar tersebut, konsep balai kota ditawarkan kepada Pemerintah untuk nantinya dirancang
bersama masyarakat. Kepemilikan bersama menjadi upaya mendemokratisasi arsitektur balai kota sebagai bangunan
gedung negara sehingga linear dengan prinsip negara yang mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat.
Menggunakan metode participatory design agar desain yang dihasilkan dapat diterima oleh setiap pihak, khususnya
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan. Participatory design
dikhususkan pada metode design for users dimana pendapat para stakeholders dikumpulkan (emphatize) untuk
didefinisikan keperluan mereka sehingga desainer dapat mensintesiskan ide untuk diterapkan dalam rancangan yang
kemudian hasil desain tersebut akan diuji kembali kepada stakeholders. Alternatif rancangan ditunjukkan dan pendapat
stakeholders dalam uji desain dipertimbangkan guna menciptakan desain final berdasarkan konsensus. Stakeholders
yang ditetapkan adalah sampling pendapat masyarakat Kota Magelang dan perwakilan dalam bidang pelestarian
kebudayaan, sejarah, dan pendidikan (owner) sedangkan pemerintah dalam segi perencanaan yang diwakili BAPPEDA
dan pembangunan DPUPR (managerial) serta Sekretariat Daerah sebagai pelaksana pemerintahan (end user). Hasil
rancangan menunjukkan bahwa balai kota yang dirancang bersama memenuhi harapan dari setiap pihak dengan
verifikasi dari stakeholders pemerintah dan perwakilan masyarakat serta nilai assesment 3.72/4.00 dari 68 responden
sebagai sampling penilaian dari masyarakat. Desain juga memenuhi peraturan normatif yang diatur dalam PP No. 16
Tahun 2021 dalam kebutuhan dan standar ruang bangunan gedung negara, prinsip bangunan gedung hijau dalam
efisiensi energi dengan penyediaan sumber energi alternatif panel surya (51.000 watt) dan OTTV (27,94 Watt/m2),
mencapai kenyamanan visual berdasarkan assesment dari dialux dan kenyamanan termal dengan uji CFD serta
menunjukkan performa struktur yang 100% aman terhadap bencana gempa dengan hasil evaluasi resist. 
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ABSTRACT
The Office of the Mayor of Magelang City was mandated by the Central Government to move to a new location that had
been mutually agreed upon due to land ownership conflicts with the TNI Academy. The relocation plan was not
accompanied by an evaluation that the City of Magelang does not have a meeting place between the residents and the
government which is the concept of the city hall. On this basis, the city hall concept was offered to the Government to
be designed together with the people. Shared ownership is an effort to democratize the architecture of the city hall as a
state building so that it is linear with the state principle that recognizes sovereignty in the hands of the people. Using
the participatory design method so that the resulting design can be accepted by all parties, especially the people as the
holder of sovereignty and the government as the executor of sovereignty. Participatory design is devoted to the design
for users method where the opinions of stakeholders are gathered (emphasized) to define their needs so that designers
can synthesize ideas to be implemented in designs which then the design results will be tested back on stakeholders.
Design alternatives are demonstrated and stakeholder opinions in test designs are considered to create a final design
based on consensus. Stakeholders determined were a sampling of the opinions of the people of Magelang City and
representatives in the fields of cultural preservation, history and education (owner) while the government in terms of
planning represented by BAPPEDA and the development of the DPUPR (managerial) and Sekretariat Daerah as the
executor of government (end user). The design results show that the jointly designed city hall meets the expectations of
each party with verification from government stakeholders and people representatives as well as an assessment score
of 3.72/4.00 from 68 respondents as a sampling of people ratings. The design also meets the normative regulations
stipulated in PP No. 16 Tahun 2021 regarding the needs and standards of state building space, the principles of green
buildings in energy efficiency by providing alternative energy sources are solar panels (51,000 watts) and OTTV (27.94
Watt/m2), achieving visual comfort based on an assessment of dialux and comfort thermal analysis by CFD test and
showed a structural performance that was 100% safe against earthquakes with the results of a resist evaluation.
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1. PENDAHULUAN



BALAI GATHUK

1.1. JUDUL RANCANGAN

"BALAI GATHUK: PERANCANGAN BALAI KOTA MAGELANG DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY
DESIGN SEBAGAI BENTUK DEMOKRATISASI ARSITEKTUR"

Balai Gathuk 

Merepresentasikan harapan sebagai rancangan gedung yang dikenal ramah terhadap seluruh
lapisan masyarakat sebagaimana bahasa Jawa dalam bausastra (1939) yang mengartikan
gathuk sebagai tepung (srawung) dan erat kaitannya dengan keramahtamahan masyarakat
Jawa. Selain itu, kata gathuk juga mirip dengan kata gethuk yang merupakan kuliner khas
Kota Magelang sehingga pengucapan dan pemaknaannya memang diharapkan menjadi
homofon, gathuk sebagai filosofis keramahan bangunan terhadap seluruh lapisan
masyarakat, gethuk sebagai filosofis kuliner khas yang merakyat.

Balai kota merepresentasikan fungsi gedung rancangan sebagai tempat rapat, pertemuan,
dan sebagainya antara pemerintah kota dan warganya (KBBI, 2016). Hal tersebut
membedakan balai kota yang juga berfungsi sebagai ruang publik dengan istilah kantor yang
hanya eksklusif sebagai tempat bekerja.

Merepresentasikan pendekatan yang dilakukan dimana desain partisipatif mencoba
melibatkan masyarakat dan pengguna lain dalam proses mendesain sehingga arsitek tidak
otoritatif dalam mengambil keputusan rancangan (Rezaei, 2020).

Pendekatan partisipatif sebagai gerakan yang demokratis dengan kriteria kemampuan
perancang yang komunikatif serta mampu menerima dan merestrukturisasi keinginan
kelompok masyarakat (Bacon, 1967 dalam Rezai 2020). Pendekatan tersebut linear dengan
idealisme demokrasi Indonesia sehingga perancangan balaikota mampu merepresentasikan
rasa kepemilikan bersama karena didapat dari hasil konsensus.

Balai Kota 

Participatory
Design

Demokratisasi
Arsitektur

02



Indonesia memiliki sistem birokrasi yang memiliki realitas
bersifat ambivalen dimana antara kepentingan privat dan
publik tercampur sehingga tercipta gaya feodalistik dalam
birokrasi yang bertentangan dengan semangat
demokratis guna menciptakan iklim pemerintahan yang
bersih, netral, dan profesional (Baru & Rusbiyanti, 2020).
Birokrasi yang feodal membuat masyarakat tidak bisa
mengekspresikan pendapatnya untuk turut membangun
tata pemerintahan yang baik. Partisipasi publik yang
heterogen menjadi upaya demokratis sehingga
kedudukan pemerintah perlu dekat dengan “suara
rakyat”. Dalam skala arsitektur, kedudukan pemerintah
diidentikan dengan kantor. Kantor pemerintahan erat
kaitannya dengan kebangsawanan sehingga banyak yang
terkesan menjaga kewibawaannya dengan menjauhkan
diri dari masyarakat (Tarigan, 2020). Sebagaimana
contoh, Kantor Walikota Magelang yang seharusnya
melayani masyarakat Kota Magelang justru terletak jauh
di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Meskipun
akan dipindahkan, hal tersebut bukan berasal dari
pemikiran “kedekatan dengan rakyat”, tetapi karena
adanya konflik pemanfaatan gedung dengan Akademi
TNI. 

1.2.PREMIS PERANCANGAN
IDEALISME DEMOKRASI DAN ARSITEKTUR DALAM BANGUNAN PEMERINTAHAN

IDEALISME
BIROKRASI
INDONESIA:
DEMOKRATIS

KANTOR PEMERINTAHPEMERINTAH

RUANG PUBLIK
RANCANGAN
MENERAPKAN
PRINSIP DEMOKRATIS 

BANGUNAN YANG
IDEAL BAGI
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH

LINGKUP
DEMOKRASI

LINGKUP ARSITEKTUR DEMOKRASI-
ARSITEKTUR

RAKYAT
Kedaulatan
berada di tangan
rakyat

Pelaksana
kedaulatan
rakyat 

Manifestasi ruang yang
dimiliki bersama dan
dapat dimanfaatkan
masyarakat

Manifestasi dari
kedudukan pemerintah
dalam pelayanan
rakyat (administratif)
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Istilah kantor walikota menjadi lebih eksklusif karena hanya
memuat fungsi sebagai tempat bekerjanya eksekutif
sehingga tidak mencerminkan konsep demokrasi. Konsep
balai kota sebagai tempat pertemuan, rapat, dan
sebagainya antara pemerintah dan masyarakat menjadi
antitesis dari rencana penerapan kembali fungsi kantor
walikota. Adanya ruang bagi masyarakat membuat konsep
balaikota menjadi lebih demokratis karena rakyat sebagai
pemilik dapat turut mengaksesnya sebagai ruang publik.
Keberagaman kepentingan dalam merumuskan fungsi bagi
publik dan pemerintah perlu dilakukan harmonisasi yang
diarahkan oleh arsitek sebagai “juri yang adil” sehingga
pendekatan participatory design menjadi solusi demokratis
yang linear dengan prinsip good governance. Dalam lingkup
participatory design, arsitek memposisikan diri merancang
untuk pengguna (design for users) dimana pendapat para
pengguna yang beragam dengan tingkat komitmen tinggi
menjadi pertimbangan untuk mensintesiskan solusi
rancangan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan
mereka. Hasil rancangan dikonsultasikan kembali dengan
pengguna untuk melihat masukan dan tingkat afirmasi
terhadap konsep yang ditawarkan.

Pengolahan desain
berdasarkan masukan
para stakeholders.

PARTICIPATORY
DESIGN
Menemukan
desain balai kota
sebagai tempat
pertemuan
penduduk dan
pemerintah kota
dengan
mendengar
pendapat
stakeholders



Gambar 1. Berita mengenai konflik gedung
sumber: https://borobudurnews.com/ (2020)

Gambar 2. Informasi PEMKOT Magelang untuk pelayanan publik pada gedung
sumber: https://humas.magelangkota.go.id/ (2021)

1.3. LATAR BELAKANG
1.3.1. KONFLIK PENGGUNAAN GEDUNG KANTOR WALIKOTA MAGELANG

Kepemilikan gedung beserta tanah di Kompleks Kantor
Walikota Magelang merupakan hibah dari Kementerian
Pertahanan melalui Kementerian Dalam Negeri dimana
Gubernur Jawa Tengah memberikan mandat untuk
dipergunakan sebagai Kantor Walikota Magelang
(Bersifat pinjam pakai). 

1981

1985

Tanah dan Bangunan merupakan kepemilikan dari
Dephankam Cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI,
Berdasarkan SHP No.9 Tahun 1981, IKN
No.2020335014, Luas Tanah 40.000 M2

Terjadi konflik pemanfaatan gedung dimana Akademi
TNI merencanakan untuk menggunakan kompleks
tersebut sebagai perkantoran sehingga berharap aset
dapat segera dikembalikan (Terjadi pemasangan plang
kepemilikan tanah oleh TNI).

2020

Konflik pemanfaatan Gedung Walikota Magelang
diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan nota
kesepahaman yang menghasilkan komitmen
Kementerian Keuangan untuk menghibahkan tanah dan
bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu di Jalan
Alun-Alun Utara Kota Magelang kepada Pemkot
Magelang (Indriani, 2022).

2022

Gambar 3. Berita penyelesaian konflik kepemilikan lahan 
sumber: https://jateng.antaranews.com/ (2022)

(Keterangan Pers Walikota Sigit dalam Kompas.com 2020)

(Keterangan Komandan Resimen Chandradimuka Akademi TNI Kolonel (Pas) Tri
Bowo dalam Kompas.com 2020)
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2023 Setelah konflik pemanfaatan tanah-bangunan selesai
dengan nota kesepahaman antara TNI, Kementerian
Keuangan, dan Pemkot Magelang dalam nomor
B/1077/IX/2022 slog tertanggal 13 September 2022,
lambang TNI yang terpasang sebagai bentuk manifestasi
klaim aset sempat diturunkan pada September 2022.
Namun, pada 3 Februari 2023 lambang tersebut kembali
dipasang sehingga menimbulkan polemik atas nota
kesepahaman.
prokompim dalam https://humas.magelangkota.go.id/ (2022)

Gambar 4. Pemasangan logo TNI pada Kantor Walikota Magelang
sumber: https://humas.magelangkota.go.id/ (2021)

"Hingga saat ini belum ada rancangan kompleks
kantor walikota pada lokasi yang baru"
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KEPEMILIKAN
LAHAN

Kantor Walikota Magelang berdiri di atas
tanah milik Akademi TNI dan diminta
untuk dikembalikan

Diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan
keputusan:

Kantor Walikota (Pemkot) harus pindah ke lokasi
baru di Utara Alun-Alun Kota Magelang

Dalam jangka waktu 5,5 tahun (sejak 2022)
proses tersebut harus selesai



1.3.2. KOTA MAGELANG: KOTA YANG TIDAK MEMILIKI BALAI KOTA

Salah satu bentuk fisik yang menjadi representasi suatu
kota adalah bangunan kantor pemerintahan yang menjadi
manifestasi dari kekuasaan birokrasi (Rudianto, 2001).  
Namun, fungsi kantor menjadi lebih eksklusif sehingga
representasi eksekutif sebagai pemegang kekuasaan
lebih dominan daripada rakyat yang menjadi pemilik
utama. Konsep yang lebih merepresentasikan rakyat
dapat dimanifestasikan dengan balai kota yang menjadi
gedung kotapraja tempat pertemuan, rapat, dan
sebagainya antara penduduk dan pemerintah kota (KBBI,
2016). Dalam definisi tersebut terdapat pemaknaan
bahwa bangunan menjalankan fungsinya sebagai
representasi dari upaya perlindungan prinsip demokratis
karena menjadi wadah berkantornya pemerintah dan
pertemuan penduduk dengannya. Presiden Republik
Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, ketika menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta menjabarkan prinsip keterbukaan
dalam kantor walikota dapat mengikuti desain dari balai
kota. Hal ini dikarenakan terdapat kemudahan akses bagi
siapapun pada balai kota untuk mendapatkan informasi
publik yang nantinya akan berpengaruh pada persepsi
dan citra pemimpin (Liputan6.com, 2012). 

Gambar 5. Pendapat Jokowi mengenai idealisme kantor walikota
sumber: https://www.liputan6.com/ (2012)

Tidak terdapatnya
balai kota di Kota
Magelang sebagai
citra demokratis

Rencana Pemindahan Kantor Walikota

Pembangunan kantor
walikota mengancam
eksistensi citra
heritage kota

Kurangnya citra demokratis dalam birokrasi dan
ancaman tergerusnya citra heritage kota

Merasakan kehadiran balai kota menjadi proses
demokratisasi karena masyarakat dapat mengaksesnya
sebagai wadah untuk pengembangan dan pemberdayaan
aktivitas sosial-budaya disamping fungsi administrasinya
(Rudianto, 2001). Kota Magelang secara resmi tidak
memiliki balai kota dan secara fisik hanya terbangun kantor
dengan fungsi administrasi. Akibat hal tersebut, rakyat
sebagai pemegang kekuasaan utama tidak memiliki wadah
untuk dekat dengan pelaksana kedaulatannya. 

Selain memiliki citra demokratis, balai kota juga memiliki
citra regional yang melestarikan identitas suatu kota
dengan merekam kembali historismenya (Rudianto, 2001).
Kota Magelang memiliki riwayat historis kuat sebagai Kota
Heritage dimana bangunan kolonial pada masa lampau
banyak yang lestari dan menjadi keunikan kota
(Prameswari, 2019). Namun, pembangunan massif
mengancam eksistensi dari bangunan-bangunan tersebut.
Hal ini bukan berarti balai kota harus melestarikan langgam
arsitektur kolonial, tetapi dapat merepresentasikan jejak
heritage dengan menelusuri elemen-elemen bangunan
yang mampu diadaptasi dalam rancangan.
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1.3.3. DINAMIKA KEBUTUHAN BIROKRASI DALAM LOKASI BARU

Jarak: 4,2 KM (8
menit berkendara

dengan mobil)

LOKASI RENCANA
KANTOR BARU

KANTOR
WALIKOTA
EXISTING

+ 40.000 M2

+ 14.000 M2

Gambar 6. Tangkapan satelit lokasi rencana kantor walikota (atas) dan existing (bawah)
sumber: googleearth.com (2023)
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Rencana Pemindahan Kantor Walikota

Fleksibilitas kebutuhan
birokrat terkait
dinamika zaman

Penyesuaian
kebutuhan masa kini

bagi para birokrat

Tantangan pengembangan birokrasi pada lokasi
baru dalam dinamika zaman

Perpindahan Kantor Walikota Magelang ke lokasi baru
menimbulkan konflik dari segi birokrasi dan teknis. Dalam
kantor existing terdapat tujuh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang tersebar pada kompleks perkantoran seluas +
40.000 m2 dimana akibat konflik pemanfaatan lahan, OPD
tersebut harus pindah ke lokasi baru yang memiliki luas
lahan 1/4 dari kantor existing (+ 1400 m2). Luasan lahan
yang semakin kecil membuat upaya rekayasa pemindahan
para OPD menjadi pertimbangan serius. Berdasarkan hasil
wawancara dengan DPUPR Kota Magelang yang menjadi
penanggung jawab pembangunan, terdapat dua skema
pemindahan dimana skema pertama memindahkan seluruh
OPD ke lokasi baru dengan asumsi kebutuhan bangunan
sebanyak tiga tower di atas lima lantai dan taksiran
kebutuhan anggaran per tower Rp 70 M (Membutuhkan +
Rp 210 M). Skema kedua dengan pemilihan OPD yang
diprioritaskan untuk berkantor di lokasi baru, tetapi belum
menjadi skema yang tetap karena terdapat penyesuaian. 

Berdasarkan RPJMD Kota Magelang 2021-2026 skema
anggaran untuk pembangunan hanya ditargetkan sebesar
Rp 76 Miliar (hingga tahun 2025) yang menyebabkan skema
pemindahan pertama oleh DPUPR menjadi sulit karena
terbatas anggaran. Anggaran terbatas juga menyebabkan
pembangunan bertahap sehingga perlu manajemen di setiap
tahapnya agar balai kota tetap dapat berfungsi selagi
menunggu tahap pembangunan selanjutnya. 

Tantangan penyesuaian kebutuhan prioritas sebagai
problem yang mendesak dapat diselesaikan dengan skema
pembangunan bertahap. Namun, tantangan muncul
berkaitan dengan dinamika zaman yang menyebabkan
fluktuasi kebutuhan perangkat daerah. Adanya
pengembangan Pemerintah Daerah Metaverse menunjukkan
ruang dapat lebih disederhanakan, kebutuhan pelayanan
secara digital diharapkan dapat menggantikan fungsi kantor
fisik (Putri, 2022). Perencanaan ruang dalam yang fleksibel
diperlukan untuk menunjang kebutuhan pemerintah yang
fluktuatif, antara menambah unit atau mengurangi, sehingga
ruang dalam bisa tetap memenuhi kebutuhan masa
sekarang hingga kedepannya.
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Gambar 7. Peluncuran Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA) berbasis
metaverse oleh Kemendagri. Sumber: Kemendagri (2022)

Gambar 8. Rencana metaverse sebagai bentuk Pemda masa depan
sumber: www.pikiran-rakyat.com (2022)



Eksklusivitas kantor hanya menjadi wadah para birokrat
dalam memerintah, tidak menjadi tempat untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakatnya.
Tersedianya ruang bagi publik di pemerintahan perlu
dilakukan karena terdapat wadah untuk diskusi mengenai
permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga
memunculkan opini publik yang dapat membantu
merumuskan kebijakan publik yang adil (Habermas, 1991
dalam Malik 2018). 

Pemerintah Kota Magelang merencanakan pembangunan
Kantor Walikota di lokasi baru dengan pembentukan tim
khusus yang merencanakan, mengalokasi dana,
koordinasi, realisasi, hingga transisi OPD ke kantor yang
baru (Fitriana dan Rusiana, 2022). Dalam tahap
perencanaan, pemerintah kurang melibatkan pendapat
publik. Usulan akan fungsi kantor juga menjadi upaya
eksklusivitas sehingga tidak merencanakan bagaimana
bangunan pemerintahan dapat dijadikan tempat diskusi
untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.  Perencanaan
yang kurang melibatkan pendapat publik, khususnya
masyarakat Kota Magelang, dapat menyebabkan konflik,
baik konflik sosial yang berkaitan dengan transparansi
maupun konflik arsitektural berkaitan dengan rancangan
gedung milik rakyat.

Perencanaan balai kota menjadi alternatif yang lebih
memperhatikan fungsi sebagai wadah aktivitas
masyarakat disamping Kantor Walikota yang hanya
stagnan untuk urusan birokrasi. Pelibatan masyarakat
juga dapat dilakukan dalam merencanakan ruang publik
yang mengakomodir kepentingan umum dalam balai kota.
Oleh karena itu, elemen partisipasi masyarakat dapat
dilakukan dalam perencanaan balai kota daripada kantor
yang perencanaannya cenderung otoritatif.

1.3.3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KURANG MELIBATKAN PUBLIK

Gambar 9. Rencana Pemkot Magelang dalam pemindahan Kantor Walikota
sumber: https://www.suara.com/news/ (2022)

Gambar 10. Problematika dan isu strategis dalam RPJMD Kota Magelang 2021-2026
dari segi perencanaan. sumber: RPJMD Kota Magelang (2021)
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Linear dengan prinsip pembangunan, pasal 261 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
bahwa perencanaan pembangunan Daerah harus menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-
bawah dan bawah-atas. Partisipatif sebagai elemen pelibatan masyarakat secara massif menciptakan problem baru
berkaitan dengan heterogenitas dalam preferensi desain hingga waktu pembahasan untuk mencapai mufakat. Sebagai
bentuk mediasi antara heterogenitas kebutuhan publik dan kepentingan pemerintah proses dialog diperlukan antara tiga
stakeholders utama, yaitu pemerintah sebagai pemberi kebijakan, arsitek sebagai perancang, dan masyarakat (Sanders,
2002 dalam Permanasari et al., 2018). Proses dialog yang merupakan upaya partisipatif menjadi penting dalam
menggali keinginan publik dan fakta lapangan melalui pemerintah. Namun, proses dialog membutuhkan waktu yang
lama sehingga participatory design dianggap sebagai never ending process jika tidak dilakukan pembatasan.

TEKNOKRATIK

PARTISIPATIF

POLITIS

BAWAH-ATAS
ATAS-BAWAH

Pelibatan para
pemangku
kepentingan melalui
forum, seperti
Musrenbang, FGD, dan
Konsultasi publik

Diagram prinsip perencanaan
pembangunan daerah

Menggunakan metode
dan kerangka ilmiah
dalam perencanaan
pembangunan daerah 

Menerjemahkan visi
dan misi Kepala
Daerah bersama
dengan DPRD

Memperhatikan usulan
dan saran
Musrenbang, FGD,
dalam RPJMD

Sinkronisasi program
pembangunan dengan
pusat

Perencanaan 
pemerintah minim

melibatkan
pendapat publik

Rencana Pemindahan Kantor Walikota

Pelibatan publik yang
heterogen menciptakan

problem untuk
mencapai mufakat

Penentuan kebijakan pemerintah yang
otoritatif karena sulit untuk mencapai mufakat

dalam kerangka partisipatoris

Sumber: RPJMD Kota Magelang
2021-2026
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Berdasarkan data dan fakta, latar belakang perancangan yang terdiri dari konflik penggunaan gedung hingga
penyelesaiannya dengan perpindahan seluruh bentuk birokrasi ke lokasi baru sebagai isu aktual, kesadaran bahwa Kota
Magelang tidak memiliki balai kota yang mampu menjadi wadah aktivitas pertemuan antara publik dan pemerintah,
terdapatnya dinamika kebutuhan birokrasi pada lokasi baru yang cenderung fluktuatif, dan perencanaan yang kurang
melibatkan publik sebagai isu-isu yang berkembang sehingga menimbulkan problematika sebagai berikut:

PERMASALAHAN UMUM

Bagaimana merancang Balai Kota Magelang sebagai lingkungan bersama yang mampu menjadi wadah aktivitas kantor
dan ruang publik?

PERMASALAHAN KHUSUS

Bagaimana rancangan balai kota yang merepresentasikan kebanggaan masyarakat Kota Magelang

Bagaimana rancangan ruang dalam yang memenuhi kebutuhan para birokrat sekarang, tetapi memungkinkan
terjadinya fleksibilitas kebutuhan dimasa depan?

Bagaimana rancangan ruang luar sebagai tempat publik beraktivitas secara produktif, tetapi tidak mengganggu
kinerja para birokrat yang berkantor?

TUJUAN

Menghasilkan rancangan Balai Kota Magelang yang merepresentasikan citra demokratis dan identitas kota sebagai
simbol kebangaan warga dengan rancangan ruang luar untuk aktivitas publik secara produktif dan ruang dalam yang
memenuhi kebutuhan para birokrat yang dinamis.

SASARAN

Merancang balai kota yang menjadi citra demokratis dan identitas kota melalui penelusuran harapan warga dan
historisme kawasan

Merancang ruang luar yang produktif dengan memenuhi keinginan publik melalui penelusuran pendapat masyarakat 

Merancang ruang dalam yang dapat fleksibel sesuai kebutuhan para birokrat dengan memperhatikan kajian normatif
dan penelusuran rencana para birokrat 
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1.4. PETA PERMASALAHAN

PERENCANAAN BALAI KOTA MAGELANG PADA LOKASI BARU

Bagaimana merancang Balai Kota Magelang sebagai lingkungan bersama
yang mampu menjadi wadah aktivitas kantor dan ruang publik?

Bagaimana rancangan ruang
luar sebagai tempat publik

beraktivitas secara produktif,
tetapi tidak mengganggu kinerja
para birokrat yang berkantor?

Penentuan kebijakan
pemerintah yang otoritatif

karena sulit untuk mencapai
mufakat dalam kerangka

partisipatoris

Perencanaan pembangunan
yang otoritatif membuat kualitas

desain hanya ideal bagi
kelompok tertentu

Kurangnya citra demokratis
dalam birokrasi dan ancaman

tergerusnya citra heritage kota
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Tantangan pengembangan
birokrasi pada lokasi baru

dalam dinamika zaman

Perancangan Kantor Walikota
mengancam tergerusnya citra
demokrasi dan heritage kota

Perancangan kantor yang perlu
memenuhi kapasitas para

birokrat yang fluktuatif

Bagaimana rancangan ruang
dalam yang memenuhi

kebutuhan para birokrat
sekarang, tetapi memungkinkan

terjadinya fleksibilitas
kebutuhan dimasa depan?

Bagaimana rancangan balai
kota yang

merepresentasikan
kebanggaan masyarakat

Kota Magelang



1.5. URGENSI PENDEKATAN PARTISIPATORIS

Balai kota menjadi bentuk representasi dari kekuasaan
demokratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun,
peraturan yang dirumuskan secara normatif (PP No. 16
Tahun 2021) hanya mengatur fungsinya sebagai kantor
pemerintahan. Berkaitan dengan definisinya secara
umum sebagai ruang publik karena menjadi tempat
pertemuan juga dengan penduduk, perlu dilakukan upaya
merancang sebagai strategi menciptakan "tempat yang
hidup" daripada sekadar formalitas penyediaan ruang.
Pendekatan partisipatoris dilakukan untuk menghimpun
pendapat stakeholders tentang balai kota yang menjadi
preferensi mereka. Secara fundamental, pendekatan
partisipatoris dilakukan perancang dengan
pertimbangan:

Masyarakat memiliki tingkat heterogenitas yang
tinggi dalam merumuskan kepentingan umum untuk
diakomodir dalam ruang publik balai kota.
Pendekatan yang hanya mengandalkan intuisi
perancang kurang mampu menciptakan "tempat yang
hidup" karena tidak didasarkan atas penelusuran
fakta akan preferensi publik Kota Magelang. 

Meskipun PP No. 16 Tahun 2021 mengatur secara
fungsi kantor pemerintahan sebagai bagian dari konsep
balai kota, penelusuran aspek intangible perlu dilakukan
untuk mengetahui rencana Pemerintah Kota Magelang
dalam menyusun kembali birokrasi di lokasi baru.
Partisipatori terhadap stakeholder pemerintah dilakukan
guna menghimpun informasi penting berkaitan dengan
rencana awal, realita pembangunan, dan harapan dalam
desain. Data-data yang terhimpun dianalisis untuk
menemukan strategi desain pada perancangan kantor
pemerintahan.

Balai kota menjadi bagian dari representasi kebanggaan
masyarakat sehingga dalam menelusuri aspek tersebut,
pendapat warga perlu dihimpun untuk menemukan
bagaimana balai kota mampu merepresentasikan citra
demokratisnya sebagai ruang kekuasaan rakyat dengan
terciptanya ruang publik yang berkualitas. Selain itu,
penelusuran balai kota yang mencitrakan identitas kota
perlu dilakukan partisipatori bersama stakeholder untuk
mensintesiskan identitas apa yang perlu dikuatkan
dalam rancangan.
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1.6. ORISINALITAS DAN KEBARUAN

Nama Judul Pendekatan Lokasi Perbedaan

Alfredo
Christian
(2020)

Balai Kota Surakarta
dengan Pendekatan
Green Architecture 

Green Architecture
(Arsitektur
berkelanjutan)

Surakarta, Jawa
Tengah

Penggunaan pendekatan desain
partisipatif sebagai respon sosial
dan idealisme balaikota. Konsep
keberlanjutan dalam BGH menjadi
kaidah normatif perancangan.

Artahsasta B. P.
Binilang,
Rieneke L. E.
Sela, Esli D.
Takumansang
(2015)

Balaikota Tahuna
(Arsitektur Art deco)

Arsitektur Art deco Kabupaten
Kepulauan
Sangihe,
Sulawesi Utara

Tidak memprioritaskan bentuk
bangunan sebagai rancangan,
lebih mengedepankan proses
desain yang menghimpun
pendapat stakeholder untuk
menemukan permasalahan dan
ide desain. 

Dodi Jajat
Sudrajat, Ika
Kartika, Tri
Wahyu
Handayani
(2019)

Kajian Konsep Kearifan
Lokal Pada
Perancangan Kantor
Bupati Kabupaten
Bandung 

Kearifan lokal Kabupaten
Bandung, Jawa
Barat

Konsep kearifan bangsa dalam
kerangka demokrasi arsitektur
digunakan dengan metode
partisipatoris yang berbeda dari
hanya sekadar memetakan
elemen arsitektur lokal dari segi
bentuk.

Oky Setra
Dahmet
(2018)

Revitalisasi Ex.
Bangunan Balaikota
Lama dan RTH Imam
Bonjol Padang sebagai
Kawasan Wisata Cagar
Budaya

Revitalisasi arsitektur Padang,
Sumatra Barat

Tidak melakukan revitalisasi
dalam merekomendasikan fungsi
baru bangunan. Upaya
pendekatan berbeda dari
perancangan. Bangunan tidak
dikategorisasikan sebagai
bangunan cagar budaya.

Michael
Theodore
Boentoro
(2018)

Balai Kota
Pangkalpinang dengan
Pendekatan Arsitektur
Lokal

Arsitektur lokal Pangkalpinang,
Bangka
Belitung

Nilai lokalitas tidak sebatas
direpresentasikan pada
simbolisme kebudayaan antara
elemen eksterior dan interior,
tetapi diekspresikan pada proses
desain yang mementingkan
pendapat banyak orang.
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2. PENELUSURAN PERSOALAN
DAN PEMECAHANNYA



2.1. KAJIAN TEMA PERANCANGAN
2.1.1. Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur 

Participatory design berlandaskan dari pemikiran bahwa lingkungan kita didesain
oleh beberapa individu, tetapi efeknya dapat dirasakan oleh banyak orang
sehingga bentuk interaksi langsung dengan mendengarkan setiap orang yang
membagikan pengalamannya menjadi penting dalam memodifikasi lingkungan
dimana dia hidup (Salama 1995 dalam Rezaei 2020). Membagikan suatu
pengalaman erat kaitannya dengan interaksi sosial. Dalam desain partisipatif,
guna menemukan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah dalam
rancangan ruang publik, perlu dilakukan komunikasi antara stakeholder utama,
yaitu pemerintah sebagai pemberi kebijakan, arsitek sebagai perancang, dan
masyarakat dimana proses tersebut penting untuk memenuhi ekspektasi semua
pihak (Sanders, 2002 dalam Permanasari et al., 2018). Desain partisipatif secara
ringkas menurut Arkomjogja (2016) sebagaimana yang dikutip Fauzi dan
Nareswari (2022) memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

Membuat suatu bangunan yang dimiliki oleh masyarakat1.
Membantu untuk pengembangan, dokumentasi, dan teknik  yang berguna
dalam meningkatkan komitmen partisipatif

2.

Mengarahkan untuk mengetahui permasalahan bersama, menentukan
prioritas, hingga pencarian solusi sebagai langkah yang dapat dikembangkan
masyarakat.

3.

Produk rancangan hasil desan partisipatif harus dalam porsi yang adil dimana
desain tidak hanya berkaitan dengan pemenangan kebutuhan pemilik dana
maupun otoritas, lebih dari itu semua pihak yang terlibat menjadi pertimbangan
serius untuk mendapatkan mufakat yang sesuai dengan kepentingan bersama
(Cowen and Shenton, 1996 dalam Putra and Zahro 2019). Henry Sanoff membagi
tindakan desain dalam participatory dalam tiga tahapan, yaitu definisi masalah,
elaborasi tindakan, dan evaluasi hasil (Salama 1995 dalam Rezaei 2020).
Participatory design dinilai sebagai upaya demokratis karena pengambilan
keputusan secara kolektif terdesentralisasi dalam sektor-sektor masyarakat yang
menyebabkan seluruh individu memahami keterampilan dalam berpartisipasi
secara efektif guna merumuskan keputusan yang berpengaruh terhadap mereka
(Sanoff, 2010 dalam Luck 2018).

DEFINISI
MASALAH

ELABORASI
TINDAKAN

EVALUASI
HASIL

Diagram. Alur utama proses desain berbasis
partisipatori yang melibatkan para
pemangku kepentingan
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2.1.2. Balai Kota dan Kantor Walikota:
Mendefinisikan Idealisme

2.1.3. Citra Demokrasi dan Identitas
pada Balai Kota 

sumber: Dokumentasi penulis (2023)

17

Balai kota berperan sebagai tempat terselenggaranya
pemerintahan eksekutif yang menjalankan sistem
demokrasi suatu kota dalam pelayanan masyarakat, dari
pelaksanaan maupun kelembagaan atau organisasi
(Christian, 2019). Linear dengan pelayanan masyarakat,
balai kota didefinisikan dalam KBBI sebagai gedung
tempat pertemuan, rapat, dan sebagainya antara
pemerintah itu sendiri dan penduduk. Kantor Walikota
memiliki definisi yang lebih privat berkaitan dengan
fungsinya yang hanya mengakomodir ruang kerja untuk
urusan administrasi tanpa memikirkan perannya sebagai
bangunan rakyat. Secara ideal balai kota memiliki
idealisme sebagai ruang publik dimana masyarakat
mudah mengaksesnya dan ruang bekerja berkaitan
dengan urusan administrasi atau kelembagaan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa balai kota memiliki fungsi
yang lebih kompleks dan ideal karena dapat berperan
dalam mengakomodir urusan administratif sekaligus
pertemuan dengan rakyat.

Citra balai kota yang demokratis untuk warganya berkaitan
dengan penyediaan ruang yang memiliki hubungan dekat
antara fungsi publik dan kantor dalam sifat yang
manusiawi, menjunjung persamaan, dan terbuka. Sebagai
kebanggaan warga, unsur regionalisme dalam identitas
kota dapat direpresentasikan dalam simbolisme, bentuk
bangunan, tata tapak, maupun ruang dalam (Rudianto,
2001). Identitas regional dapat digali dari perjalanan
historis Kota Magelang dalam riwayatnya sebagai heritage
city. Citra demokrasi dapat diinterpretasikan pada
kategorisasi ruang publik dan ruang administrasi untuk
pemenuhan kebutuhan birokrasi, kejelasan orientasi
bangunan, dan jalur sirkulasi (Rudianto, 2001).

CITRADEMOKRATIS IDENTITAS



2.2. KAJIAN TIPOLOGI
2.2.1. Tipologi Umum: Balai Kota Magelang sebagai Bangunan Gedung Negara (BGN)

Acuan Normatif: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam ketentuan umum Bangunan Gedung Negara (BGN) didefinisikan sebagai bangunan guna keperluan dinas dimana
hal miliknya dikuasai oleh negara atau daerah dan pengadaannya bersumber dari APBN, APBD, atau perolehan lainnya
yang sah secara hukum. Balai Kota Magelang yang secara administratif berperan sebagai kantor pemerintahan dan
penganggarannya disusun berdasarkan RPJMD membuatnya diklasifikasikan sebagai BGN. Meskipun dilakukan
pendekatan perancangan secara partisipatif, terdapat kaidah-kaidah normatif yang mengikat dan wajib menjadi dasar
perancangan, khususnya pada fungsi kantor pemerintahan. 

Pasal 107:
Bangunan kelas 4 (bangunan hunian campuran) dan 5 (bangunan kantor) di atas empat lantai dengan
sedikitnya memiliki luasan 50.000 m2 wajib menggunakan BGH.

Pasal 53:
Ketentuan arsitektur bangunan gedung meliputi penampilan bangunan, tata ruang dalam, serta
keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara lingkungan dan bangunan gedung

Pasal 54:

Fasilitas dan peralatan dalam kondisi darurat yang harus ada meliputi pintu darurat dan jalur
penyelamatan; tangga darurat dan/atau elevator darurat; ruang kompartemen; lampu dan tanda darurat;
sistem deteksi, alarm, dan komunikasi darurat; sumber listrik darurat; ruang pusat pengendali keadaan
darurat; sistem pengendalian asap; perlengkapan alat pemadam api; penggunaan konstruksi bangunan
yang tahan api tahan gempa, dan/atau kedap air.

Pasal 50:

Kelengkapan sarana dan prasana pemanfaatan bangunan gedung: a. ruang ibadah; b. ruang ganti; c.
ruang laktasi; d. taman penitipan anak; e. toilet; f. bak cuci tangan; g. pancuran; h. urinoar; i. tempat
sampah; j. fasilitas komunikasi dan informasi; k. ruang tunggu; l. perlengkapan dan peralatan kontrol; m.
rambu dan marka; n. titik pertemuan; o. tempat parkir; p. sistem parkir otomatis; dan/atau q. sistem
kamera pengawas
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Pasal 41:
Kenyamanan bangunan gedung terdiri atas kenyamanan ruang gerak, kondisi udara, pandangan dari dan
ke dalam gedung, dan tingkat getaran dan kebisingan



Pasal 128:
BGN harus memenuhi klasifikasi, luasan standar, dan jumlah lantai standar dimana yang diklasifikan wajib
mengikuti kaidah tersebut salah satunya adalah Bangunan Gedung Kantor.

Pasal 130:
Standar luasan bangunan gedung kantor dapat mengikuti kaidah 10 m2 per personel.
Standar luas ruang bangunan terdiri atas (pada tabel 1 terlampir).

Pasal 133:

BGN yang dibangun maksimal delapan (8) lantai dihitung dari permukaan tanah terendah.
Maksimal lapis basemen adalah tiga lapis.
Lebih dari ketentuan memerlukan persetujuan Menteri dengan pertimbangan kebutuhan, perda terkait
ketinggian bangunan atau jumlah lantai, dan koefisien perbandingan harga tanah dan bangunan gedung.

Pasal 124: BGN yang memiliki luas di atas 5000 m2 wajib menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Pasal 108:

Prinsip normatif Bangunan Gedung Hijau (BGH):
a.Perumusan kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak; 
b.Pengurangan (reduce) penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam,
maupun sumber daya manusia; 
c.Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik; 
d.Penggunaan kembali (reuse sumber daya yang telah digunakan sebelumnya; 
e.Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recgclel; 
f.Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya Pelestarian; 
g.Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; 
h.Orientasi pada siklus hidup; 
i.Orientasi pada pencapaian mutu yang diinginkan; 
j.Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan 
k.Peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

Prinsip dalam Arsitektur Pasal yang mengatur

Fungsi (Utilitas)

Kekuatan bangunan (Firmitas)

Estetika (Venustas)

41, 50, 107, 108, 124, 128, 130, 133

53

54, 55
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BALAI KOTARUANG PUBLIK KANTOR
PEMERINTAHAN

ATURAN NORMATIF

KAIDAH PARTISIPATORIS

PP No. 16 Tahun 2021

Peran dalam urusan administrasi

Peran simbolik sebagai kebanggaan

Peran dalam pelayanan masyarakat



Tabel 1. Standar luas ruang bangunan pada Bangunan Gedung Negara
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023) dalam PP Nomor 16 Tahun 2021

RUANG
UTAMA

RUANG
PENUNJANG
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2.2.2. Tipologi Khusus: Citra Demokrasi pada Rancangan Balaikota Magelang

Berdasarkan kajian dari Rudianto (2001) yang merancang Balaikota Surakarta sebagai Representasi Kekuasaan
Demokrasi dalam Guna dan Citra Arsitektur terdapat prinsip yang linear dengan pendekatan partisipatori desain yang
juga menjadi bentuk demokratisasi arsitektur. Terdapat prinsip yang menjabarkan rancangan balaikota dapat menjadi
bentuk interpretasi demokrasi, yaitu:

A. PUBLIC SPACE Merencanakan ruang dimana terdapat kehadiran publik, seperti plaza, pelataran, lapangan
upacara, dan ruang hijau dengan fungsi utama sebagai tempat interaktif masyarakat dalam
menyampaikan ide secara langsung kepada pemerintah (wacana komunikasi), tempat
masyarakat menyampaikan aspirasi dalam kerangka kepentingan umum  dan pelayanan publik
(public pressure), dan wadah sosialisasi masyarakat (Rudianto, 2001). Prinsip tersebut perlu
dilakukan penyesuaian kembali mengingat secara normatif, Kota di Indonesia sudah menerapkan
Mal Pelayanan Publik sebagai integrasi pelayanan. Nilai komunikatif dan wadah sosialisasi
menjadi pendekatan yang relevan dalam konsep ruang publik.

B. KEJELASAN
ORIENTASI

Menjadi dasar dari kesan visual yang membangun citra dari balaikota. Titik orientasi dan sumbu
imajiner dapat membantu penciptaan keseimbangan (Rudianto, 2001). Orientasi bangunan jika
berdasar pada prinsip BGH, dapat mengorientasikan bangunan agar nilai solar faktornya rendah
yang berpengaruh terhadap penurunan nilai OTTV. Antara orientasi saintifik dan sosial perlu
keseimbangan agar tercipta desain yang memiliki kebanggaan bagi masyarakat sekaligus
mendukung isu keberlanjutan. 

C. JALUR SIRKULASI Jalur sirkulasi digunakan untuk menunjang pembagian zonning, ruang, hingga mendefinisikan
fungsi jalan utama, service, maupun pedestrian. Rudianto (2001) membagi sirkulasi menjadi:
1.Sirkulasi ruang luar yang memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan
2.Sirkulasi ruang dalam yang terdiri dari sirkulasi utama (terbuka) dan sekunder yang
membentuk ruang tertutup bagi publik.
3. Sirkulasi vertikal sebagai jalur penghubung antarlantai berupa tangga sirkulasi, darurat, dan
ramp.
Selain itu, sirkulasi mekanis diperlukan dalam perancangan modern sebagai upaya kemudahan
aksesibilitas, seperti elevator untup publik, pegawai, dan servis.
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2.3. KAJIAN PRESEDEN
2.3.1. Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah

Balai Kota Surakarta tidak hanya
berperan sebagai bangunan bagi

kalangan pemerintah, lebih dari itu,
balaikota juga terbuka untuk publik
dengan intervensi rancangan yang

memiliki idealisme untuk menghapus
sekat antara pemerintah dan

masyarakat (surakarta.go.id, 2019). 

Desain Balai Kota Solo memiliki citra
utama pada pendoponya yang terletak

pada bagian depan 

Pada awalnya desain balai kota
cenderung privat dengan pagar dan

dinding kaca yang membatasi

Pembatas dibuka sebagai simbol
keterbukaan

Menjadi pendopo yang dapat
dimanfaatkan publik, misal dalam

berlatih tari dan aktivitas lain

Gambar 11. Balaikota lama Surakarta yang berpagar (kiri) dan hasil redesain pada tahun 2018 (kanan). Sumber: jawapos.com (2018) dan pribadi (2023)

sumber: surakarta.go.id (2018)

Pendopo menjadi
tempat aktivitas
warga pada
balaikota

Aktivitas kantor dan
pelayanan publik
pada desain yang
terbuka

Gambar 12. Pendopo balaikota (atas) dan kantor pemerintah (bawah)
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)
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Desain tanpa pagar yang
terintegrasi dengan trotoar
membuatnya terbuka untuk
diakses oleh publik

Simbolisme lokal pada figur
Punakawan menjadi elemen
estetik sebagai spot foto
sekaligus menegaskan identitas
kebudayaan Jawa

Penyediaan akses bagi
pengunjung dan desain yang
terbuka membuatnya menjadi
spot wisata

RUANG PUBLIK

SIMBOLISME KEBUDAYAAN

AKSES UNTUK PUBLIK

Gambar 14. Fasilitas yang tersedia pada Balaikota Surakarta.
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)

Menjadi simbol ekspresi hari raya dengan penyediaan figur temporal
yang representatif pada area hijau yang terbuka

Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)

23

Ruang-ruang administratif diletakkan pada
bagian belakang pendopo sehingga lebih
privat

RUANG PERKANTORAN

Gambar 13. Kompleks Perkantoran Pemkot Surakarta. 
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)



2.3.2. Balai Kota Bandung, Jawa Barat

Bagian wilayah
kantor Walikota
Bandung yang
melestarikan
bangunan heritage
dan perpaduan dari
unsur modern.

Konsep taman
sebagai pusat
kegiatan rakyat
yang menjadi ruang
publik pada balai
kota

Sumber: jabarekspres.com

Sumber: hargatiket.net

Gambar 15.

Gambar 16.

Sumber: googleearth.com (2023)
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Kantor Walikota yang memiliki kompleks taman dengan
vegetasi yang asri diubah peruntukannya agar dapat
dinikmati oleh publik. Bagian selatan balai kota
direvitalisasi pada tahun 2017 dan dikembangkan
menjadi taman dengan beberapa spot wisata menarik,
seperti labirin hijau, monumen gembok cinta, dan kolam
bermain sebagai ruang publik yang dapat dinikmati
bersama oleh masyarakat pada lingkungan kerja walikota
sehingga antara pemerintah dan rakyat dapat menikmati
“kantor yang dimiliki bersama” (rumah.com, 2022).
Penciptaan tempat yang mampu dinikmati oleh semua
kalangan menjadikannya sebagai preseden yang ideal
dalam konsep arsitektur yang demokratis. 

Masterplan kawasan menunjukkan upaya sirkulasi sebagai
elemen pengarah publik untuk beraktivitas pada taman
balai kota yang membedakannya dengan sirkulasi menuju
balai kota sebagai pusat administratif. Selain itu, vegetasi
menjadi upaya peneduh sekaligus elemen pembatas antara
ruang publik untuk masyarakat dan ruang administratif
pemerintahan.



2.3.3. Town and City Hall
Buenos Aires, Argentine

Arsitek: Foster + Partners
Tahun: 2014

Perancangan balai kota dengan kapasitas
1.500 staf di Argentina yang merupakan
desain ramah lingkungan dengan konsep
lantai kerja yang bertingkat dan terbuka
sehingga memiliki fleksibiltas ruang yang
inovatif.

Memiliki rancangan ruang dalam yang terbuka dengan atrium setinggi empat lantai dan dinding kaca sebagai
elemen selubung memberikan pencahayaan alami dan memberikan visual yang baik untuk taman pada lingkungan
sekitar. Ruang dengan aktivitas yang terbuka, pencahayaan alami yang terang, memungkinkan komunikasi yang
baik terhadap sesama departemen dan mencermikan rasa kebersamaan (archdaily.com, 2015).

Terdapat fasilitas berupa kafe dan auditorium yang berpanel kayu dan
memiliki kapasitas hingga 300 orang dan dapat digunakan untuk acara
setempat. Hal ini memberikan fungsi rancangan yang tidak hanya
berperan sebagai tempat administratif, lebih dari itu berperan pula
dalam pelayanan komunitas setempat (archdaily.com, 2015).

sumber: archdaily.com (2015) 

sumber: archdaily.com (2015) 

sumber: archdaily.com (2015) 
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2.4. METODE PERANCANGAN
2.4.1. Metode Pengumpulan Data

Sanders (2002) menyatakan bahwa desain partisipatif
menjadi metode desain yang komunikatif dengan
menghimpun data dari para pemangku kepentingan yang
terdiri dari pemerintah, arsitek, dan rakyat. Kategorisasi
tersebut digunakan untuk memetakan para stakeholders
sebagai narasumber utama untuk mendapatkan data
yang terbagi menjadi pemilik (owner), manajerial
(arsitek), dan pengguna akhir (end-user). Linear dengan
kaidah normatif pasal 1 ayat (2), penetapakan
kepemilikan balai kota disimpulkan sebagai kepemilikan
bersama atas rakyat sehingga dibutuhkan pendapat
rakyat yang memiliki derajat heterogenitas tinggi.
Merespon hal tersebut data preferensi rakyat terhadap
balai kota yang ideal dihimpun menggunakan kuesioner
dengan penetapan responden minimal 30 karena linear
dengan ukuran sampel yang mendekati normal (Alwi,
2015). Selain itu, wawancara terhadap stakeholder publik
juga dilakukan untuk mendapat data idealisme secara
kualitatif. Manajerial ditetapkan sebagai penanggung
jawab perencana dan pembangunan balaikota sehingga
stakeholder dari BAPPEDA dan DPUPR Kota Magelang
diterapkan metode wawancara mendalam terstruktur
yang digunakan untuk mengetahui informasi teknis
tentang perpindahan balai kota tersebut. End-user yang
ditetapkan adalah Sekretariat Daerah sebagai birokrat
yang merepresentasikan kekuasaan eksekutif dimana
mereka perlu berkantor dalam desain balai kota dan
menjadi pengguna utama. Informasi tentang birokrasi
dan idealismenya dihimpun melalui teknik wawancara
mendalam terstruktur.

2.4.2. Metode Analisis Data
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Analisis data dilakukan untuk mendapatkan preferensi
desain dari ketiga stakeholder dalam balai kota. Preferensi
tersebut digunakan untuk menentukan strategi desain
ketika membangun ruang publik untuk aktivitas
masyarakat dan ruang dalam sebagai tempat administratif
perkantoran. Analisis dilakukan dengan mengerucutkan
peran stakeholders dalam dua peran utama, masyarakat
yang berperan dalam penentuan preferensi kepentingan
umum ruang publik dan pemerintah yang berperan dalam
penentuan peran balaikota sebagai ruang administrasi dan
pelayanan publik. Selain itu, penelusuran peran simbolik
balai kota dilakukan dengan mendengarkan stakeholder
publik yang menjadi keynotes dan pemerintah. 

PARTICIPATORY
DESIGN

Stakeholder
publik

Pendapat
Desain

RAKYAT PEMERINTAH

OWNER MANAGERIAL END-USER

Wawancara
mendalam

Kuesioner

Masyarakat
banyak

BAPPEDA &
DPUPR

Sekretariat
Daerah

Wawancara
mendalam

Wawancara
mendalam

Define Ideate Uji Desain

Designer Designer Stakeholders



2.4.3. Kerangka Berpikir dalam Metode Desain Partisipatif

Tahapan 1: 
Memperkenalkan dan menjelaskan mengenai permasalahan dengan
membagikan informasi mengenai rencana pembangunan Balai Kota Magelang

Tahapan 2: 
Mengeksplorasi permasalahan dan mencari ide penyelesaian dengan
mengumpulkan pendapat dan reaksi, ide dari para stakeholders, dan
komunikatif dengan diskusi aktif saat mendengarkan keterangan.

Tahapan 3: 
Mencari literatur berkaitan dengan proposal utama yang menyatukan ide-ide
para stakeholders untuk mengatasi masalah utama

Tahapan 4: 
Mendiskusikan hasil rancangan untuk mendapat masukan sehingga desain
balaikota lebih dapat diterima oleh para stakeholders. 

Tahapan 5: 
Tes kesepakatan dengan para stakeholders dengan penilaian desain akhir untuk
mengukur seberapa tinggi preferensi mereka tertuang pada rancangan (dengan
kuesioner penilaian menggunakan skala likert).

Tahapan 6: 
Implementasi keputusan dengan membuat rencana kerja dan rekomendasi
tahapan dalam eksekusi desain (masterplan pembangunan bertahap)

Berdasarkan buku A Concensus Handbook oleh organisasi seeds for change yang dikutip oleh
buku Arsitektur Partisipatoris untuk Masa Depan Arsitektur Indonesia (2022), kerangka dalam
pengambilan keputusan secara partisipatif dapat dilakukan melalui enam tahap. Kerangka
tersebut diadaptasi sebagai cara berpikir partisipatif untuk mendapatkan desain yang ideal
dalam perancangan Balai Kota Magelang.
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2.4.4. Batasan Partisipatoris

Sebagaimana Vogel (2021) membagi tiga tipe
partisipatoris, desain untuk pengguna (for users) dimana
solusi rancangan didasarkan pada kebutuhan pengguna
dimana selama proses desain berlangsung mereka
dilibatkan untuk konsultasi desain yang ideal; desain
dengan pengguna (with users) dimana antara perancang
dan pengguna bekerja sama dalam seluruh proses desain
untuk menemukan solusi bersama; dan desain oleh
pengguna (by users) dimana pengguna akan diberikan
pemahaman dasar tentang merancang kemudian
diberikan akses serta sumberdaya dan mereka
merancang solusi desain secara mandiri.

Perancang menetapkan batasan pada desain untuk
pengguna (for users) sehingga para stakeholders
dilibatkan untuk menemukan problematika mereka
(emphatize) dan perancang mengolah untuk menemukan
solusi (define) dalam bentuk rancangan (ideation) yang
kemudian akan dikonsultasikan kepada para pengguna
tersebut. Tidak semua aspek dapat dipartisipatoriskan
sehingga terdapat kaidah normatif yang akan dipenuhi
oleh perancang, khususnya PP No. 16 Tahun 2021.
Secara umum terdapat tiga pendekatan yang digunakan
untuk menemukan solusi atas permasalahan:

Pendekatan rasional: berkaitan dengan alasan logis
yang berdasar pada data standar yang sudah diatur
dalam norma 

1.

Pendekatan otoritatif: mendudukkan sumber atau
orang sebagai pengguna yang paling paham sehingga
konsultasi desain diperlukan untuk memverifikasi
ketepatan langkah dalam merancang

2.

Pendekatan populer: mendudukkan pengguna
sebagai orang awam yang tidak terlalu paham akan
permasalahan, tetapi memiliki komitmen tinggi untuk
berpartisipasi. 

3.

PARTICIPATORY
DESIGN

RAKYAT PEMERINTAH

OWNER MANAGERIAL END-USER

Pendekatan
otoritatif

Pendekatan
populer

Masyarakat
banyak

Stakeholder
publik

BAPPEDA &
DPUPR

Sekretariat
Daerah

Pendekatan
otoritatif

Pendekatan
otoritatif

KAIDAH
NORMATIF

PENDEKATAN
RASIONAL

PP No. 16
Tahun 2021

Tingkat
kenyamanan

Standar dan kebutuhan
minimum ruang

Prinsip Bangunan
Gedung Hijau

Sarana dan prasarana
ruang minimal

Kantor Pem
erintah

Kepentingan
umum pada
balaikota?

Balaikota yang
representatif

terhadap citra
kota?

Balaikota sebagai ruang
administrasi dan pelayanan

publik?
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RENCANA LOKASI
BALAI KOTA

Stadsgemeente Magelang (Kotapraja Magelang)
menugaskan Herman Thomas Karsten untuk mengatur tata
ruang dimana ekologi kota dibuat bersih, tertib, dan rapi.
Sebagai manifestasi dari tujuan tersebut, wilayah di
sepanjang jalan protokol, permukiman elit, dan tangsi militer
ditanami flora yang beraneka ragam untuk
mempercantiknya. Bunga khas yang ditanam antara lain
bougenvil, gladiol, mawar, lili untuk mempercantik visual
kota. Selain itu, pohon peneduh seperti asem belanda,
flamboyan, kenari, dan beringin juga ditanam untuk
meneduhkan ruang-ruang publik kota. Pada saat itu, taman
kota yang terkenal salah satunya adalah alun-alun
(Christanto, 1998 dalam tulisan Bagus Priyana pada
antaranews 2019). Taman-taman bunga memperindah
visual kota yang memiliki kondisi geografis dikelilingi
pegunungan sehingga mendapat julukan sebagai "tuin van
java" atau tamannya Pulau Jawa yang berkembang pada era
modern sebagai julukan Magelang Kota Sejuta Bunga. Alun-
alun sebagai pusat kota melambangkan simbol kehidupan
sosial yang harmonis antara Masjid Agung yang bergaya
arsitektur jawa, Gereja Kristen Protestan dan Gereja Katolik
yang bergaya arsitektur kolonial, dan Klenteng Liong Hok
Bio yang bergaya arsitektur oriental (Juwono et al., 2018).
Simbolisme tersebut tetap bertahan hingga masa modern
Magelang sehingga kelestariannya membuat Kota Magelang
berperan sebagai "Heritage City". 

2.5. KAJIAN DAN ANALISIS PENDEKATAN RANCANGAN
2.5.1. Kajian Tapak Perancangan
2.5.1.1. Analisis Historis Tapak sebagai Spirit of Place 

TUIN VAN
JAVA

HERITAGE
CITY

Kawasan Alun-Alun
Kota Magelang

Riwayat kawasan alun-alun
sebagai taman bunga yang
memperindah visual kota

Bangunan heritage
yang lestari di
kawasan alun-alun 

sumber: http://media-kitlv.nl/
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Riwayat Tapak: Sebagai Pusat Pemerintahan 

Riwayat Balai Kota (Raadhuis) di Kota Magelang

30

Gambar 18. Riwayat
Balaikota pada zaman
Kolonialisme Belanda

Sumber:
wetenswaardigheden
van magelang (1935)

dan Koleksi Pribadi
Bagus Priyana

Gambar 17. Riwayat
Tapak Calon

Balaikota sebagai
Kediaman Bupati

dengan
pendoponya.

Pendopo yang
sekarang sudah
tidak asli, tetapi

merepresentasikan.

Sejarah disarikan dari wawancara dengan Bagus Priyana
(6/03/23) sebagai Ketua Komunitas Kota Toea Magelang

Re
no

va
si

 1
92

4
19

13
19

53

Bupati pertama Magelang, Danukromo, pada tahun sekitar
1813 mendirikan pusat pemerintahan di tanah yang terletak
antara Desa Magelang dan Gelangan. Tanah tersebut landai
dan lebih tinggi dari tanah sekitar sehingga mirip seperti siti
hinggil di Yogyakarta. Didirikanlah tiga bangunan utama
yang menunjang pemerintahan, yaitu alun-alun sebagai
ruang publik, masjid, dan kediaman bupati. Pembangunan
kawasan tersebut mengikuti pola kebudayaan tradisional
Jawa. Kediaman bupati juga mengambil langgam jawa
dengan ciri khas bagian depan yang terdapat pendopo.
Dalam dokumen disinyalir akibat adanya gempa pada 1867,
bentuk fisik regentwoning berubah menjadi seperti gambar
17. Peristiwa Magelang Bumi Hangus (1945-1949) disinyalir
juga menjadi penyebab kehilangan fisik dari kediaman
bupati tersebut. Sekarang tapak calon balaikota tersebut
terdapat pendopo yang bukan bangunan asli tetapi menjadi
representasi dari situs tersebut.

Dalam perkembangan Kota Magelang, terbentuk daerah
mandiri (1 April 1906) yaitu daerah otonomi gemeente
dengan luas yang kurang lebih sama dengan wilayah Kota
Magelang modern. Asisten Residen Kedu mendirikan
raadhuis atau balai kota di Kota Magelang (sekarang
menjadi kantor PDAM). Awal mula raadhuis hanya bergaya
sederhana seperti rumah pada umumnya. Kenaikan status
menjadi stadsgemeente pada 1926 membuat Kotapraja
Magelang dipimpin oleh burgemeester (walikota) dan
raadhuis (balai kota) dibuat semakin luas dengan gaya
arsitektur indies. Pada zaman awal kemerdekaan, jejak Balai
kota masih terdapat (1953) dimana ciri khas adanya teras
yang terbuka pada akses masuknya menggambarkan
keterbukaan dalam pelayanan masyarakat. Terdapat
keterkaitan idealisme dimana balai kota dibangun tanpa ada
pagar (disinyalir agar publik dapat mengaksesnya dengan
mudah untuk layanan administratif). Jejak Balai Kota
Magelang pada zaman modern sudah tergantikan oleh
bangunan baru dan beralih fungsi sehingga Kota Magelang
saat ini tidak memiliki balai kota.
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2.5.1.2. Pemetaan Kawasan Sekitar Tapak
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Kawasan sekitar tapak didominasi oleh bangunan-bangunan
heritage yang masih bertahan. Rata-rata mengambil gaya
arsitektur indies (3,4,8) dan kentara sebagai bangunan
peninggalan kolonial (7,11,12). Masjid Agung
mengadaptasi langgam tradisional Jawa (1) sedangkan
klenteng yang sudah dibangun baru tetap mempertahankan
gaya arsitektur tionghoanya (6). Hanya beberapa bangunan
yang terkesan modern (2, 10) dan kawasan no. 9
berkembang menjadi pusat perbelanjaan dengan dominansi
bangunan modern.

Gambar 19. Bangunan sekitar tapak
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)
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2.5.1.3. Analisis Tapak Existing

Gambar 20. Tapak dan tata ruang
sekitar. Sumber: DPUPR Kota
Magelang (2022)

KDB 70-90%
KDH minimum 10%
TLB 1-10 lantai
(termasuk basemen)

Perda Kota Magelang No.
4 Tahun 2012 TENTANG
RTRW Kota Magelang
2011-2031
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1

6

6

5

Gambar 21. Beberapa sampel bangunan existing yang menunjukkan peruntukkannya sebagai asrama sehingga dinilai
tidak layak untuk fungsi kantor walikota berdasarkan keterangan narasumber manajerial.

1: Pendopo
2: Gedung A (Kantor)
3: Gedung B (Kelas pendidikan)
4: Gedung C (Asrama)
5: Gedung D (Asrama)
6: Gedung E (Asrama)
7: Rumah Dinas
8: Musholla
9: Tower
10: Lapangan Tenis
11: Rumah Genset
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Sumber: DPUPR Kota Magelang (2022)

Sumber: DPUPR Kota Magelang (2022)Sumber: Pribadi (2023)

Sumber: Pribadi (2023)Sumber: Pribadi (2023)

Sumber: Pribadi (2023)



2.5.1.4. Analisis klimatologi tapak

Berdasarkan tabel mahoney, orientasi bangunan
direkomendasikan menghadap utara-selatan.
Menggunakan bukaan yang besar sebagai respon sirkulasi
udara yang baik, dan shading yang digunakan untuk
menghalangi panas matahari. 

Berdasarkan data dari global wind atlas, angin terbesar
pada sekitar tapak memiliki kecepatan 3.04 m/s yang
berhembus dari arah selatan. Dalam kategorisasi
kecepatan angin menurut Lippsmeier (1997) hal tersebut
tergolong kecepatan angin yang tidak nyaman sehingga
perlu dilakukan intervensi.

Lippsmeier (1997) mengkategorisasikan kecepatan angin
yang nyaman dalam empat kategori, yaitu: (1) < 0.25 m/s
adalah nyaman, gerakan angin tidak terasa; (2) 0.25 – 0.5
m/s adalah nyaman, gerakan angin terasa; (3) 1.0 – 1.5
m/s gerakan angin terasa ringan sampai tidak
menyenangkan; (4) diatas 1.5 m/s gerakan angin terasa
tidak menyenangkan (Lippsmeier, 1997, dalam
Munawaroh & Elbes, 2019, p. 86).

sumber: googleearth.com (2023) dan
https://globalwindatlas.info/en (2023)

sumber: timeanddates.com (2021)
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BAPPEDA
KOTA
MAGELANG

sumber: magelangkota.go.id (2022)

DPUPR
KOTA
MAGELANG

Sebagai manajerial
perencanaan

Sebagai manajerial
pembangunan dan
penanggung jawab*
*Berdasarkan RPJMD Kota
Magelang 2021-2026

BAGIAN
MANAJERIAL

AKSI PARTISIPATORI

BAGIAN END-USER

BAGIA
N O

WN
ER

SEKRETARIAT
DAERAH 
KOTA
MAGELANG

Sebagai end-user yang menempati kantor dan menjadi
representasi dari Pemerintah Kota Magelang

MASYARAKAT
KOTA MAGELANG
Dengan sampling
pendapat dan
wawancara stakeholder
terkait

Masyarakat Pemerintah

2.5.2. Kajian Hasil Partisipatori 

34



Parameter: Fungsi ruang publik 

Indikator. Preferensi ruang publik prioritas dalam balaikota

PARTISIPATORI OWNER

Sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara normatif mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,
kepemilikan balai kota diinterpretasi sebagai hak milik publik. Berdasarkan norma tersebut, pendapat publik dihimpun
untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam balai kota sebagai ruang publik yang ideal. Berkaitan dengan upaya
menciptakan ruang publik yang berkualitas bagi masyarakat, semangat simbolik Kota Magelang sebagai Kota Sejuta
Bunga yang berdasarkan historisme kawasan sebagai "tuin van java" ditinjau. Tingkat afirmasi konsep tersebut juga diuji
untuk ditemukan apakah simbol tersebut relevan dengan preferensi publik di Kota Magelang.

Variabel: Publik

Parameter: Ruang publik yang menarik dalam konsep lokalitas

Indikator. Tingkat afirmasi terhadap konsep tuin van java

Parameter: Harapan publik terhadap balai kota

Indikator. Menghimpun suara publik terhadap idealisme balai kota

Kuesioner terakhir (3 Maret 2023) yang
diisi oleh 38 responden menunjukkan
distribusi terbesar terdapat pada
responden berasal dari Kecamatan
Magelang Utara, disusul Magelang
Tengah, dan Magelang Selatan. Kuesioner
memenuhi kriteria minimal untuk ukuran
sampel yang mendekati normal.

KUESIONER
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HASIL KUESIONER

Fungsi ruang publik yang dominan dipilih oleh responden adalah ruang pelayanan dan aduan secara langsung. Hal ini
menunjukkan kebutuhan publik akan fungsi ideal balai kota yang menunjukkan tupoksinya sebagai tempat pelayanan
masyarakat. Meskipun Kota Magelang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), masyarakat masih mempreferensikan
fungsi utama balai kota sebagai ruang pelayanan khususnya berkaitan dengan aduan langsung.  Dari hal tersebut, perlu
dilakukan pendefinisian ulang ruang pelayanan publik yang juga tidak mengganggu eksistensi MPP. Berkaitan dengan
paradigma pengaduan langsung dan linear dengan keterangan Sekda bahwa kantor walikota masih terdapat urusan
pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, maka kategori pelayanan publik yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi
prioritas utama.

Preferensi terhadap Ruang Publik Prioritas
1. Ruang pelayanan dan aduan langsung
2. Ruang baca dan edukasi
3. Ruang kegiatan seni dan budaya
4. Ruang UMKM
5. Ruang rekreasi dan wisata
6. Galeri kesenian

7. Ruang olahraga
8. Ruang browsing dan internet
9. Ruang untuk demonstrasi
10. Ruang komunikasi bersama, laktasi, 
terbuka hijau, kesehatan, istirahat

Ruang prioritas

Ruang opsional

Afirmasi terhadap Konsep "Tuin van Java"

Mayoritas responden setuju dalam
memilih preferensi ruang publik yang
menghidupkan kembali konsep tuin van
java. Namun, terjadi penurunan nilai
afirmasi menjadi cenderung berkaitan
dengan keinginan publik untuk
mengaksesnya. Hal ini menunjukkan
bahwa intervensi diperlukan untuk
meningkatkan minat publik dalam
mengakses balaikota.

Tingkat afirmasi:
0-1 (Tidak setuju)
1-2 (Kemungkinan)
2-3 (Cenderung)
3-4 (Setuju)

Tingkat afirmasi
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Pendapat publik secara demokratis untuk harapan balai kota yang ideal
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PENDAPAT 
DESAIN

AFIRMASI
DESAIN

Mengakomodir
ruang pelayanan
dan aduan
langsung

Balai kota yang
ramah publik

Merepresentasikan
nilai lokal Aksesibilitas mudah

Mendukung aspek
keberlanjutan

Mendukung fungsi
ekonomi

Terdapat ruang
edukasi dan
kegiatan budaya

Konsep lokalitas:
"tuin van java" 
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HASIL WAWANCARA

STAKEHOLDER PUBLIK 
Wawancara dilakukan dengan perwakilan stakeholder publik sebagai
pelengkap informasi dari segi owner yang diwakili oleh sampling
dengan kuesioner. Stakeholder yang ditetapkan adalah aktivis atau
public figure yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai
seorang anggota yang aktif dalam kegiatan kebudayaan dan historis
Kota Magelang, Elizabeth Rahayu Sri Hastuti, S.Pd, M.Si, berperan
sebagai anggota dari Komunitas Magelang Kembali, seorang
edukator, dan aktivis kebudayaan. Wawancara mendalam dilakukan
untuk memperoleh informasi mengenai informasi mengenai
pandangan publik terhadap kantor walikota sekarang dan harapan
akan pembangunan Balai Kota Magelang.

AUDIO

EVALUASI KANTOR WALIKOTA EXISTING
Sebagai preseden, kantor walikota existing memiliki kesan formal,
lebih tertutup sehingga dari sisi humanismenya kurang. Hal
tersebut menyebabkan masyarakat yang ingin menyampaikan
aspirasinya tidak terwakili. 

Balai kota perlu merepresentasikan ciri khas dari Kota Magelang
agar terdapat pembeda dengan balai kota lainnya. Selain itu, upaya
rancangan balai kota yang terbuka menjadi penting untuk menarik
animo publik guna mengaksesnya bahkan menjadi tempat yang
hidup untuk bersosialisasi. Simbol yang dapat merepresentasikan
balai kota untuk Magelang adalah muatan lokal jawa dan unsur
heritage (cagar budaya). Unsur heritage city menjadi rohnya Kota
Magelang yang perlu dilestarikan.

BALAI KOTA YANG REPRESENTATIF

FUNGSI BALAI KOTA YANG IDEAL
Idealnya balai kota menunjang fungsi administrasi (untuk
memenuhi kepentingan publik dalam urusan kantor) dan fungsi
pelayanan publik agar masyarakat tidak terkesan takut dengan
para birokrat dalam menyampaikan aspirasi dan harapan,
khususnya rakyat kecil. Kaitannya dengan Mal Pelayanan Publik
(MPP), balai kota tetap perlu mengakomodir urusan pelayanan,
tapi bisa yang urusannya tidak administratif.

Balai kota hendaknya memiliki akses yang
mudah untuk dikunjungi, terdapat fasilitas wifi,
resto untuk kuliner, dan yang utama adalah
toilet yang bersih bagi publik.

FUNGSI UNTUK PUBLIK
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Tuin van Java bisa lebih diimplementasikan
pada desain yang mendukung upaya
menciptakan kota magelang yang sehat dan
bahagia selain memadupadankan bunga-
bunga yang memiliki riwayat historis.

KONSEP TUIN VAN JAVA
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Wawancara dilakukan dengan perwakilan stakeholder publik sebagai
pelengkap informasi. Stakeholder yang ditetapkan adalah aktivis atau
public figure yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, pelestarian
budaya, dan sejarah Magelang. Wawancara mendalam dilakukan dengan
Bagus Priyana (Ketua Komunitas Kota Toea Magelang) yang aktif dalam
kegiatan pelestarian sejarah Magelang untuk memperoleh informasi
mengenai pandangan publik tentang identitas Kota Magelang sebagai
upaya merancang balai kota yang representatif bagi warganya. 

A
U

D
IO

HARAPAN DALAM PERANCANGAN BALAI
KOTA 
Dalam konteks tapak calon balai kota, terdapat pendopo
yang meskipun bukan bentuk asli dari pendopo kediaman
Bupati saat dulu, pendopo tersebut menjadi representasi
dari sejarah Magelang yang perlu dilestarikan. Kaitannya
dengan keterbatasan lahan, kedepannya efisiensi tata
ruang dengan berkembangnya teknologi dapat menjadi
salah satu dasar pemikiran bahwa ruangan tersebut bisa
cukup tanpa harus merobohkan pendopo yang
merepresentasikan jejak pemerintahan lampau.

Tuin van java (1901) secara historis muncul dari julukan
seorang misionaris yang kagum akan keindahan Magelang
sebagai kota yang dikelilingi oleh gunung dan sungai-
sungai. Istilah tersebut juga pernah berkembang menjadi
paradijs van java (1920) atau surganya tanah jawa. Konsep
tuin van java diimplementasikan pada gaya hidup
masyarakat (khususnya belanda) yang gemar menanam
tanaman. Sebagai kawasan yang dikelilingi oleh cagar
budaya, balai kota hendaknya menyesuaikan dengan citra
kawasan. Upaya merekam kronologi sejarah untuk
melestarikan jejaknya menjadi langkah dalam merancang
balai kota yang representatif.

BALAI KOTA YANG REPRESENTATIF

Beberapa hasil wawancara yang berkaitan dengan sejarah kawasan dan Balai Kota Magelang diinformasikan pada sub
bab 2.5.1.1. Analisis Historis Tapak sebagai Spirit of Place 

Pelestarian
pendopo pada
tapak balai kota

Aksesibilitas
mudah

Rekam jejak
sejarah untuk balai
kota yang
representatif

Fasilitas publik
yang lengkap dan
bersih

Mengakomodir
fungsi pelayanan
publik

Mengikuti citra
kawasan sekitar
yang heritage

PENDAPAT 
DESAIN
*dari stakeholder
publik yang
diwawancara



Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat 

Indikator. Peran administratif kantor existing

1. Peran kantor walikota existing terhadap jalannya birokrasi (Berkaitan dengan fungsi kantor).
2. Kapasitas yang diakomodir oleh kantor existing (Berkaitan dengan jumlah OPD dan idealnya kantor menampung
kapasitas para birokrat).
3. Efektivitas kantor existing (Berkaitan dengan tata massa)
4. Alur kegiatan yang biasa dilakukan oleh para birokrat dalam mengakses dan memanfaatkan kantor sebagai ruang kerja

Indikator. Peran administratif rencana kantor baru

1. Idealisme perencanaan dan pembangunan (Preferensi antara balaikota dan kantor walikota)
2. Rencana dalam memanajemen lokasi baru pada Balai Diklat Kementerian Keuangan.
3. Kebutuhan ruang dan kapasitas yang direncanakan

PARTISIPATORI MANAJERIAL

Stakeholder manajerial yang ditetapkan adalah BAPPEDA sebagai perencana dan DPUPR Kota Magelang sebagai
pelaksana pembangunan. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terstruktur yang terbagi
menjadi dua bagian, bagian pertama menanyakan mengenai bangunan existing Kantor Walikota yang sedang digunakan,
bagian kedua berkaitan dengan rencana pembangunan kantor walikota di lokasi baru. Sebagai prolog, desainer
menyampaikan rencana desain berbasis risetnya dengan pendekatan participatory design dimana idealisme balai kota
sebagai ruang pertemuan antara warga dan pemerintah dibandingkan dengan rencana awal kantor walikota yang
cenderung privat.  
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Variabel: Pemerintah

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Indikator. Kesesuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas
Indikator. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator. Aktivitas pelayanan pada kantor existing
Indikator. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru



PERAN DAN FUNGSI KANTOR EXISTING
Preferensi desain: bangunan kantor tersentral
dengan ekspansi vertikal sebagai respon lahan
Kota Magelang yang sempit.

PREFERENSI TATA MASSA BANGUNAN

WAWANCARA
STAKEHOLDER BAPPEDA
KOTA MAGELANG

Narasumber: Iwan Triteny Setyadi, S.T., MT. sebagai Kepala Bidang
Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala BAPPEDA
Kota Magelang, Handini Rahayu, S.T., M.Eng. dalam penyediaan
informasi berkaitan dengan perencanaan Kantor Walikota di lokasi baru. 

AUDIO

BAPPEDA Kota Magelang bertugas membantu Walikota dalam melakukan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan yang menjadi kewenangan daerah berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, kebijakan, koordinasi,
evaluasi, dan pelaporan (bappeda.magelangkota.go.id, 2013). BAPPEDA menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
mengawal MoU mengenai pemindahan kantor walikota ke lokasi baru dan turut berkoordinasi dengan DPUPR Kota Magelang
sebagai penanggung jawab. Dalam upaya desain partisipatif, BAPPEDA ditempatkan sebagai manajerial perencanaan.

Berperan sebagai kantor pemerintahan, tetapi
publik dapat mengaksesnya (khususnya untuk
kegiatan FGD atau penelitian)

Kapasitas dan luasan ideal dalam menampung
tujuh OPD yang ada, fasilitas pendukung
memenuhi, gedung masih layak huni, kualitas dan
kuantitas mencukupi (terkait kebutuhan ruang bagi
pegawai)

Walikota dan Wakil Walikota sebagai pejabat politis
dibawahnya terdapat Sekretaris Daerah sebagai
eksekutif yang mengendalikan secara operasional
para OPD. Dalam koordinasi terdapat ruang rapat
khusus untuk walikota-wakil dan Sekda kaitannya
dengan para OPD. 

EVALUASI KANTOR EXISTING RUANG PENTING UNTUK BIROKRAT
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Balai Diklat memerlukan waktu sehingga
pemindahan dapat dilakukan pada 2025

2025 menjadi awal pembangunan

2027 Menempati kantor baru 

Kantor Walikota dapat berorientasi pada sektor
pemerintahan dengan harapan balaikota dapat
berperan untuk aktivitas masyakarat

BAPPEDA memiliki tanggung jawab dalam
mengawal RPJMD Kota Magelang 2021-2026
dimana terdapat pencadangan anggaran tiap
tahun sebesar Rp 20-30 Milyar sebagai
tabungan untuk membangun hingga 2025
dianggarkan Rp 60-80 Milyar (dimana
kemampuan tersebut belum cukup untuk
menghandel pembangunan di lokasi baru
dengan ideal)

Konsep balai kota diterima dengan
catatan perlu mempertimbangkan
bahwa lokasi baru memiliki lahan yang
hanya 1/4 dari total luasan kantor
existing.

Harmonisasi dengan lingkungan sekitar yang
merupakan kawasan heritage menjadi simbol yang
diharapkan agar tidak terjadi "sampah visual"

Bangunan Balai Diklat Kemenkeu yang cenderung
berfungsi sebagai asrama perlu dirombak total untuk
memenuhi fungsi kantor

KONSEP BALAI KOTA

TIMELINE PEMINDAHAN

ANGGARAN DALAM RPJMD

PREFERENSI MEMBANGUN: DEMOLISH
UNTUK FUNGSI BARU 

SIMBOL HERITAGE

FUNGSI PELAYANAN DAN PERKANTORAN
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WAWANCARA
STAKEHOLDER
BAPPEDA



Narasumber: Rizqi Dwi Herawati, S.T. sebagai Fungsionaris TBP (Tata
Bangunan dan Perumahan) An. Bidang Penataan Bangunan dan Jasa
Konstruksi (PBJK) yang ditunjuk Kepala DPUPR Kota Magelang, M. S.
Kurniawan, S.T., M.T., dalam penyediaan informasi berkaitan dengan
pembangunan kantor walikota di lokasi baru. 

WAWANCARA
STAKEHOLDER DPUPR
KOTA MAGELANG

AUDIO

DPUPR Kota Magelang bertugas dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, baik secara fisik maupun
nonfisik (dpupr.magelangkota.go.id, 2023). DPUPR Kota Magelang menjadi penanggung jawab proyek pembangunan Kantor
Walikota Magelang di lokasi baru berdasarkan RPJMD 2021-2026. Dalam upaya desain partisipatif, DPUPR ditempatkan
sebagai manajerial pembangunan sehingga informasi teknis lebih dalam digali pada stakeholder ini.

PERAN DAN FUNGSI KANTOR EXISTING

Kantor Walikota existing sebenarnya tidak memenuhi
standar karena tidak memenuhi kaidah kebutuhan minimal
ruang 6 m2 per orang untuk kantor. Terdapat kaidah-
kaidah normatif yang tidak terpenuhi, seperti tingkat
penghawaan dan pencahayaan alami. Merespon hal
tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan desain kantor
pada lokasi baru khususnya dengan pendekatan
Bangunan Gedung Hijau (BGH) PUPR.

Pada tahun 2025 Kantor Walikota beserta staff dan
jajarannya harus sudah pindah, keterbatasan lahan
membuat terdapat penyesuaian Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang perlu pindah tidak
dalam satu kawasan dengan walikota. 
*Daftar sementara terlampir tetapi belum fix

EVALUASI KANTOR EXISTING RUANG PENTING UNTUK BIROKRAT

Kantor Walikota dominan berfungsi sebagai perkantoran dimana fungsi pelayanan lebih dititikberatkan pada Mal
Pelayanan Publik. Meskipun demikian masih terdapat pelayanan publik, khususnya BPKAD untuk melayani pajak
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Lokasi perencanaan berdasarkan hibah dari
Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa fungsi
seperti kantor, ruang belajar, dan asrama (terdapat
tiga gedung asrama) dimana fungsi ruang pada
kawasan didominasi untuk kenyamanan istirahat
bukan untuk bekerja sehingga tidak sesuai dengan
fungsi yang akan diakomodir nantinya, yaitu kantor
walikota.

Kondisi gedung existing balai diklat kemenkeu yang
difungsikan untuk pendidikan bukan kantor sudah tidak dapat
memenuhi standar karena kondisi yang sudah tua, shaft
plumbing misalnya sudah tidak memenuhi kaidah standar,
jaringan elektrikal tidak SNI sehingga direkomendasikan untuk
renovasi besar atau membangun baru (Faktor usia dan tidak
memenuhi standar bangunan sekarang). Kawasan terdiri atas
5 gedung utama + pendopo dimana fungsi pendopo
diharapkan jangan dihilangkan tetapi tetap memperhatikan
lahan yang terbatas untuk pembangunan.

Konsep balai kota dipilih karena secara ruh
fungsinya lebih luas daripada hanya sekadar
kantor. Balai kota perlu ada meskipun tidak
terlalu mewah sehingga diperlukan upaya
minimalis di lahan yang sempit. 

Terdapat dua skema pemindahan:
Skema 1 berkaitan dengan pemindahan seluruh
OPD ke lokasi yang baru, terhitung membutuhkan
tiga tower bangunan dengan jumlah lantai diatas
lima dimana diprediksi per tower membutuhkan
dana Rp 70 miliar

Skema 2 terdapat penyesuaian OPD yang perlu
dilakukan pembagian sehingga tidak semua OPD
dapat diakomodir pada lokasi yang baru

Bangunan harus menunjukkan upaya penggalian
nilai lokalitas khususnya berkaitan dengan spirit
heritage, salah satunya berkaitan dengan bunga
khas Magelang (simbol flora).

Fungsi pelayanan lebih dititikberatkan pada Mal Pelayanan
Publik sehingga perancangan lebih dominan berfungsi untuk
kantor.

KONSEP BALAI KOTA

SKEMA PEMINDAHAN

EVALUASI EXISTING SITE
UNTUK KANTOR BARU

PREFERENSI MEMBANGUN: MEMBANGUN
BARU UNTUK FUNGSI BARU 

SIMBOL HERITAGE

FUNGSI PELAYANAN DAN PERKANTORAN

45

WAWANCARA
STAKEHOLDER DPUPR
KOTA MAGELANG



Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat 

Indikator. Peran administratif rencana kantor baru
Persetujuan konsep Balai kota sebagai tempat pertemuan pemerintah dan rakyat
Dilakukan pembangunan dengan expansi vertikal untuk memenuhi skema pemindahan OPD 
Kapasitas maksimal adalah tujuh OPD dapat diakomodir dan minimum lima OPD (OPD prioritas)

REVIEW
WAWANCARA
MANAJERIAL

Indikator. Peran administratif kantor existing
Memiliki peran dominan sebagai kantor, tetapi publik dapat mengaksesnya
Menampung tujuh Organisasi Perangkat Daerah, meskipun secara normatif dikategorikan tidak standar, tetapi
pegawai merasa nyaman (Penyesuaian ruang untuk kenyamanan)
Bangunan kantor tersentral dengan ekspansi vertikal untuk efektivitas lahan 
Ruang rapat menjadi hal yang penting diakomodir untuk koordinasi pimpinan ke bawahan

Penentuan Strategi Desain berdasarkan Hasil Wawancara Manajerial

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Indikator. Keseuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas
Memetakan gaya bangunan sekitar yang cenderung heritage untuk mencegah sampah visual

Indikator. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru
Simbol kebudayaan sebagai tuin van java dengan bunga khas Magelang

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator. Aktivitas pelayanan pada kantor existing
Dominansi sebagai perkantoran, pelayanan dipusatkan pada Mal Pelayanan Publik

Indikator. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru
Dominansi sebagai perkantoran,  tetapi dapat diakses publik 

Menggunakan
konsep balai
kota

Ekspansi vertikal
untuk penghematan
lahan

Peran kantor
yang ramah
publik

Pemindahan OPD
dengan skema
prioritas

Pemetaan gaya
arsitektur
lingkungan sekitar

Simbolisme
heritage dalam
rancangan

PENDAPAT
DESAIN

Pembangunan
bertahap
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Mendukung
keberlanjutan:
Norma BGH

BAPPEDA DAN DPUPR
KOTA MAGELANG



Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat 

Indikator A. Peran administratif kantor existing
1. Peran kantor walikota existing terhadap jalannya birokrasi (Berkaitan dengan fungsi kantor).
2. Efektivitas kantor existing (Berkaitan dengan tata ruang dan massa)

Indikator B. Peran administratif rencana kantor baru
1. Idealisme perencanaan dan pembangunan (Preferensi antara balaikota dan kantor walikota)
2. Rencana dalam memanfaatkan lokasi baru pada Balai Diklat Kementerian Keuangan.

Stakeholder end-user yang ditetapkan adalah Sekretariat Daerah Kota Magelang yang merepresentasikan lembaga
eksekutif (dibawah Walikota dan Wakil Walikota Magelang) dan menjadi pengguna utama kantor. Informasi didapat
melalui kuesioner dengan pertanyaan terstruktur yang terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama menanyakan
mengenai bangunan existing Kantor Walikota yang sedang digunakan untuk pemetaan hal yang menjadi kelaziman bagi
para pegawai, bagian kedua berkaitan dengan rencana pembangunan kantor walikota di lokasi baru. Sebagai prolog,
desainer menyampaikan rencana desain berbasis risetnya dengan pendekatan participatory design dimana idealisme
balaikota sebagai ruang pertemuan antara warga dan pemerintah dibandingkan dengan rencana awal kantor walikota
yang cenderung privat. 

PARTISIPATORI END-USER

Variabel: Pemerintah

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator E. Aktivitas pelayanan pada kantor existing
Indikator F. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru

Indikator C. Kesesuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas
Indikator D. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru

*Menggunakan subvariabel, parameter, dan indikator yang sama dengan manajerial berkaitan dengan kategorisasi end-
user sebagai stakeholder pemerintah. Penggalian informasi lebih ditekankan dari segi kelaziman birokrasi yang sudah
dibentuk dan rencana penyesuaian birokrasi tersebut di lokasi baru sedangkan manajerial lebih menekankan para
perencanaan dan pembangunan balaikota. Sebagai stakeholder pemerintah, antara informasi manajerial dan end-user
diselaraskan untuk menemukan idealisme peran balaikota dari sudut pandang birokrat.

47



HISTORISME KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA DALAM BIROKRASI

WAWANCARA
STAKEHOLDER SEKDA
KOTA MAGELANG

Narasumber: Drs. H. Joko Budiyono, MM, sebagai Sekretaris Daerah Kota
Magelang 2019-2023 yang memberikan informasi mengenai birokrasi
dan rencana kedepan para birokrat dalam merespon perpindahan Kantor
Walikota Magelang. Informasi didapat dengan wawancara mendalam
terstruktur.

Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota guna menyusun kebijakan dan koordinasi hal-hal
administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (magelangkota.go.id, 2019). Sebagai birokrat
yang mewakili eksekutif (Walikota dan Wakil Walikota) dan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah menjadi representasi dari
pengguna end-user karena dominan sebagai birokrat yang bertugas di kantor walikota. Oleh karena itu, untuk mendapat
informasi berkaitan dengan balaikota yang ideal, SEKDA menjadi narasumber yang berperan sebagai end-user (pengguna).

Kompleks Kantor Walikota Magelang berawal dari bangunan yang akan difungsikan sebagai MAKO AKABRI tetapi
setelah dibangun tidak jadi difungsikan sehingga terdapat inisiatif oleh Walikota saat itu Kolonel Bagus Panuntun
untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota Magelang pada tahun 1985. Hal ini menyebabkan peruntukan bangunan
yang sebenarnya berfungsi untuk kantor AKABRI dan simbolismenya yang mencerminkan militer dari ornamen segi
lima pada bangunan beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan sipil (Pemkot Magelang). Status tanah aset adalah
milik TNI sehingga karena belum balik nama, gedung diminta kembali oleh pihak TNI pada tahun 2017 untuk
difungsikan sebagai Markas Akademi TNI. Hal-hal teknis untuk penyelesaian konflik diselesaikan langsung oleh
Pemerintah Pusat melalui Menkopolhukam, Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dengan MoU pemberian
aset BPLK Kementerian Keuangan di Kota Magelang untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota baru. Karena gedung
juga masih aktif digunakan untuk pendidikan, Kementerian keuangan meminta waktu 2,5 tahun untuk mengurus
perpindahan dan Pemerintah Kota Magelang juga meminta waktu 3 tahun untuk membangun dan mengurus
perpindahannya.

AUDIO
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EVALUASI BANGUNAN KANTOR
EXISTING DAN BIROKRASINYA 
Bangunan existing ideal secara kapasitas dan tertata
sangat baik. Terdapat gedung pemerintahan eksekutif
yang terdiri dari gedung pusat sebagai kantor dari
Walikota dan Wakilnya beserta Sekretariat Daerah
(terdiri dari asisten dan para Kepala Bagian). Terpisah
dari gedung pusat, terdapat unit-unit gedung yang
mengakomodir Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
seperti inspektorat, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, BPKAD,
Diskominsta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kompleks juga
mengakomodir gedung DPRD beserta Sekretaris Dewan
dan masjid yang lahannya dikuasai pemerintah
sehingga tidak dipindah.

OPD PRIORITAS DENGAN
EKSEKUTIF
Terdapat empat OPD yang menjadi prioritas untuk
mendampingi eksekutif secara langsung, yaitu
inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM

PELAYANAN PUBLIK
Segala bentuk pelayanan dialihkan 90% nya ke Mal
Pelayanan Publik. Hanya beberapa yang tetap
terakomodir pada kantor existing, khususnya yang
berkaitan dengan perizinan, misalnya izin PIRT.

EVALUASI TAPAK CALON KANTOR
WALIKOTA BARU
Karena didominasi fungsi asrama (90%),
bangunan tidak dapat difungsikan untuk
kegiatan birokrasi sehinga perlu dilakukan
demolish total. Hal tersebut berkaitan dengan
kenyamanan untuk bekerja dalam urusan
administrasi.

IDEALISME BALAI KOTA
Idealisme balai kota diterima dengan
memperhatikan fungsinya sebagai kantor untuk
urusan administrasi

PREFERENSI TATA BANGUNAN
Bangunan terpadu (terpusat) dengan ekspansi
vertikal merespon keterbatasan lahan

SIMBOLISME KEBUDAYAAN

Balai kota nantinya dapat merepresentasikan
perpaduan berbagai macam budaya lokal,
seperti gethuk dan Gunung Tidar.

Menggunakan
konsep balai
kota

Ekspansi vertikal
untuk
penghematan
lahan

Pemindahan OPD
dengan skema
prioritas

Orientasi pelayanan
publik: pelayanan
perizinan

Gabungan simbol
kebudayaan lokal
sebagai citra

PENDAPAT
DESAIN

Demolish total
existing tapak 

Pembangunan baru
bertahap
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2.6. INDIKATOR KEBERHASILAN DESAIN
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2.7. PETA RINGKASAN DESAIN

51

Perancangan Balai Kota Magelang dengan Pendekatan Participatory
Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur

OB
JE

K
PR

OB
LE

M

Publik

Bagaimana rancangan balai kota
yang merepresentasikan

kebanggaan masyarakat Kota
Magelang

Bagaimana rancangan ruang dalam
yang memenuhi kebutuhan para

birokrat sekarang, tetapi
memungkinkan terjadinya fleksibilitas

kebutuhan dimasa depan?

Bagaimana rancangan ruang luar
sebagai tempat publik

beraktivitas secara produktif,
tetapi tidak mengganggu kinerja
para birokrat yang berkantor?

Kuesioner untuk publik Kota
Magelang 

Kepentingan umum1.
Konsep lokalitas dalam ruang
publik

2.

Harapan publik3.

VA
RI

AB
EL

PA
RA

M
ET

ER
AS

SE
SM

EN
T

TO
OL

PemerintahPublik dan Pemerintah

Citra balai kota Peran balaikota sebagai ruang
administrasi dan publik

Wawancara mendalam dengan
stakeholders untuk verifikasi

Wawancara
mendalam dengan

stakeholders
untuk verifikasi

Normatif: PP
No.16 Tahun

2021

IN
DI

KA
TO

R

tersedia ruang untuk necessary
activities, optional activities, Social
activities

1.

Tingkat afirmasi konsep tuin van
java

2.

Persetujuan pendapat:
keterbukaan balai kota terhadap
publik dan representasi nilai lokal

3.

Citra demokratis: public space,
kejelasan orientasi, sirkulasi

1.

Citra Identitas Kota: melestarikan
riwayat heritage kota

2.

Memenuhi
kebutuhan para
OPD: Fleksibilitas
ruang (Adaptable
dan universal)

Standar dan
kebutuhan
minimum
ruang, Prinsip
BGH dalam
efisiensi energi
(OTTV) dan
kenyamanan
(termal dan
pencahayaan)



No

ST
RA

TE
G

I
DE

SA
IN Ekspansi

vertikal 

Rancangan
yang
merepresen
tasikan nilai
lokal

Pembangunan
bertahap

Mengakomodir
ruang bagi
masyarakat

Kualitas
ruang
yang
nyaman

Aksesibilitas
mudah

Mendukung
aspek
keberlanjutan

Mendukung
fungsi
ekonomi

Terdapat
ruang
edukasi dan
kegiatan
budaya

Ruang luar yang ramah publik,
mendukung konsep lokalitas tuin van
java dan heritage, aksesibilitas yang
memudahkan, menjadi tempat yang
fungsional untuk edukasi, kebudayaan,
dan ekonomi bagi masyarakat

Mengakomodir ruang kerja bagi para
birokrat yang nyaman, mampu
memenuhi kebutuhan masa kini dan
masa depan dengan konsep
fleksibilitas arsitektur

Bangunan mendukung aspek
keberlanjutan dalam kaidah
normatif BGH serta
pembangunan yang selaras
dengan RPJMD 2022-2026KO

N
SE

P

Uji Desain

Desain skematik

Gambar desain

Modelling

Evaluasi

Yes

Produksi/eksekusi
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EMPHATIZE

Pendapat 
End-User: Sekda

53

A
U

D
IO Gabungan simbol kebudayaan

lokal sebagai citra
Menyetujui konsep balai kota

Pembangunan bertahap

Terkenal sebagai kota taman yang indah sejak
zaman Belanda, kebudayaan menanam bunga
menjadi bentuk hobi para noni yang
dilestarikan menjadi spirit Kota Sejuta Bunga 

Ekspansi vertikal untuk
penghematan lahan

Demolish total existing tapak
karena tidak layak

Orientasi pelayanan publik:
pelayanan perizinan

Pemindahan OPD dengan
skema prioritas

Getuk gondok
dengan
bentuk dan
warna yang
variatif

Getuk trio
yang terdiri
dari tiga
warna: putih
cokelat, dan
pink

Getuk (makanan berasal dari singkong) yang
merupakan makanan khas Magelang dan ditemukan
pertama kali saat zaman penjajahan Jepang bahkan
pernah menjadi pengganti bahan pangan pokok
masyarakat saat itu

KULINER GETUK TUIN VAN JAVA

BUKIT TIDAR
Sebagai simbol pakunya Tanah
Jawa dan menjadi salah satu
simbol budaya Kota Magelang

Getuk lindri
yang terdiri
dari serat-
serat panjang

2.8. GAMBARAN AWAL RANCANGAN



DEFINE

Keterbatasan anggaran membuat upaya demolish total bangunan existing dilakukan bertahap sesuai kebutuhan
prioritas (Walikota-Sekda-OPD)
Balai kota menjadi tempat pelayanan publik tambahan selain dari Mal Pelayanan Publik (MPP) yang letaknya
terpisah dari lokasi
Keterbatasan lahan membuat bangunan di ekspansi secara vertikal dan gabungan simbol kebudayaan menjadi
citra yang perlu direpresentasikan dalam rancangan

Pembangunan dilakukan dalam empat
tahapan utama berdasarkan prioritas

Pembangunan gedung utama untuk
Kantor Walikota dan Sekda
Pembangunan jalan sebagai akses
tembus (memecah potensi kemacetan
pada kawasan alun-alun)
Pembangunan kantor para OPD
(prioritas inspektorat, BAPPEDA,
BKPSDM, dan BPKAD)
Pembangunan Galeri UMKM (Opsional)

IDEATE
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3

4

Tahap kedua dilakukan demolish 4
bangunan existing untuk keperluan
pembangunan kantor Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) prioritas
yang harus dekat dengan eksekutif

Menggunakan akses keluar-
masuk existing dan
menyediakan akses gawat
darurat pada sekeliling
bangunan (6 m) 

21

Melakukan demolish bangunan
existing secara bertahap dengan
pertimbangan bangunan existing
(berupa asrama) dinilai tidak layak
digunakan. Pendopo depan tetap
dilestarikan sebagai ruang publik
selatan

Tahap pertama dilakukan
demolish 5 bangunan existing
paling depan yang digunakan
untuk membangun kantor
walikota-sekda sebagai
representasi pemerintahan kota

5 6

7

Tahap ketiga dilakukan demolish
5 bangunan existing untuk
keperluan opsional jika luasan
kantor OPD memenuhi.
Direncanakan menjadi ruang
publik bagian utara balai kota.

Merencanakan taman bunga
representatif pada ruang publik
selatan dengan pemilihan tone
warna bunga seperti gethuk trio
(pink, putih, cokelat)

Gladiolus
putih

Phlox drummondii
pink

Bougenville
cokelat-kuning

Bunga dengan riwayat
historis Kota Magelang

Mengambil form taman bunga tuin van java
dengan undak-undakan yang merepresentasikan
gunung tidar sebagai simbol budaya dan filosofis
"pakuning tanah Jawa"
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EMPHATIZE

56

A
U

D
IO

A
U

D
IO

Menyetujui konsep balai kota

Pembangunan bertahap

Ekspansi vertikal untuk
penghematan lahan

Mendukung keberlanjutan:
Norma BGH

Peran kantor yang ramah
publik

Pemindahan OPD dengan
skema prioritas

Simbolisme heritage dalam
rancangan

Pemetaan gaya arsitektur
lingkungan sekitar

Pendapat 
Managerial: BAPPEDA dan DPUPR 

DEFINE

Menyetujui konsep balai kota sehingga diperlukan perencanaan zonning
publik dan privat (kantor) dalam kawasan yang terintegrasi tanpa
mengganggu kondusivitas birokrasi
Style bangunan yang menyelaraskan langgam arsitektur sekitar dan
merepresentasikan identitas magelang sebagai kota heritage
Akibat keterbatasan lahan, pembangunan dilakukan secara bertahap
dengan ekspansi vertikal

IDEATE

Membagi zonning publik pada tapak yang
berbatasan dengan jalan agar mudah diakses
publik 24 jam sehingga zona perkantoran dapat
dilakukan pembatasan akses saat tutup tanpa
mengurangi konsep ruang publik balai kota
sebagai tempat milik rakyat.



1 2 3

Pembentukan void
(courtyard) pada bangunan
vertikal untuk penghawaan
dan pencahayaan alami

Zonning lantai dasar yang
diperuntukkan untuk
pelayanan publik dibuat
terbuka dengan void

Melakukan ekspansi
basement untuk
penghematan lahan parkir di
lantai dasar

4

Penambahan massa untuk
memenuhi kebutuhan kantor
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) prioritas dengan lantai
dasar berupa lobby yang terbuka
untuk publik seperti bangunan
utama

Mengadaptasi lengkung dan elemen
kolom bangunan ikonik Water Torrent
Magelang sebagai identitas heritage
pada bangunan

Mengadaptasi elemen kebudayaan lokal
dengan model atap tajug dan motif kawung
pada secondary skin

Membuat lengkung pada bangunan
sebagai aksen dinamis mengikuti
fasad utama dan digunakan untuk
meningkatkan pencahayaan serta
penghawaan alami bangunan OPD

Membuat bukaan tengah pada
fasad utama untuk alur
penghawaan alami dengan
potensi angin terbesar dari arah
selatan

5

6 7 8
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EMPHATIZE

KU
ES

IO
N

ER

Mengakomodir ruang
pelayanan dan aduan
langsung

Balai kota yang
ramah publik

Merepresentasikan
nilai lokal

Aksesibilitas
mudah

Terdapat ruang edukasi
dan kegiatan budaya

Mendukung fungsi
ekonomi

Mendukung
aspek
keberlanjutan

Konsep lokalitas:
"tuin van java" 

PUBLIK (MASYARAKAT KOTA MAGELANG)

Pelestarian pendopo existing
pada tapak balai kota

Aksesibilitas mudah

Rekam jejak sejarah untuk balai
kota yang representatif

Fasilitas publik yang lengkap
dan bersih

Mengikuti citra kawasan sekitar
yang heritage

Mengakomodir fungsi
pelayanan publik

PERWAKILAN PUBLIK: AKTIVIS KEBUDAYAAN DAN SEJARAH KOTA MAGELANG

A
U

D
IO

A
U

D
IO

DEFINE

Masyarakat menginginkan secara fungsi balai kota dapat dimanfaatkan publik untuk beraktivitas sehingga diperlukan
pengaturan zonning yang mampu membagi zona aktivitas publik secara efektif dengan aktivitas perkantoran yang
perlu privasi
Fungsi perekonomian dipreferensikan masyarakat sehingga diperlukan ruang komersial yang dapat disewakan
sekaligus membantu UMKM 
Terdapat ruang edukasi dan kegiatan budaya membuat pelestarian pendopo existing diperlukan, improvisasi ruang
diperlukan agar pendopo dan lingkungan sekitar mampu menjadi tempat yang hidup.
Balai kota perlu merepresentasikan identitas heritage kolonial kawasan dan lokalitas jawa. Selain itu, simbolisme
Magelang sebagai "Tuin van Java" yang indah perlu diinterpretasi dengan mudah pada rancangan.



Terdapat tiga ide utama dalam
merencanakan tapak sebagai
ruang publik

Menempatkan ruang komersial
(UMKM) pada bagian tapak
yang dekat perkantoran

1.

Mengkoneksikan antara alun-
alun dan taman pendopo
sebagai ruang publik 

2.

Membuat akses tembus jalan
dari alun-alun ke kawasan
perkantoran untuk
mempermudah aksesibilitas

3.

Merepresentasikan tuin van
java pada lansekap balaikota

4.

IDEATE

Merancang akses tembus satu
arah jalan selatan ke utara untuk
menghindari traffic jam area alun-
alun. Halte dirancang pada bagian
selatan tapak

Zonning lantai 1 direncanakan sebagai
ruang publik yang digunakan untuk
pelayanan. Taman diplot pada zona utara
dan selatan sebagai representasi citra
demokratis pada muka depan-belakang.

Merancang zona UMKM di utara
(kondisi ramai) untuk mendukung
fungsi perekonomian dan amfiteater
untuk acara kesenian, melestarikan
fungsi pendopo untuk kegiatan
kebudayaan

1 2 3

Mengambil pelestarian atap model
perisai sebagai riwayat heritage balai
kota dan mengikuti langgam atap tajug
pendopo depan 

Merancang taman bunga tuin van java yang
edukatif dengan adanya museum outdoor
pada bagian sirkulasinya untuk menarik
pengunjung

4 5
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3. EKSPLORASI KONSEP
PERANCANGAN



1

2

3

4

5

6

Ruang publik berupa taman bunga sebagai
simbolisme "tuin van java" dirancang pada muka
balai kota. Hal ini untuk memberikan representasi
yang kuat tentang identitas sejuta bunga Kota
Magelang sekaligus sebagai bagian dari koneksi
antara alun-alun dan balaikota sebagai ruang publik
(pemenuh aspek social activities)

Tahap 1: Kebutuhan
prioritas dan mendesak

1

2

3

4

5

Pelestarian pendopo existing untuk ruang aktivitas
kebudayaan

Bangunan kantor utama untuk memenuhi
kebutuhan walikota-wakil walikota dan sekretariat
daerah (pemenuh aspek necessary activities)

Memberi jarak 6 m antarbangunan untuk akses
gawat darurat

Aksesibilitas existing dimanfaatkan

Bangunan kompleks yang tidak di-demolish
dapat dimanfaatkan sementara untuk kantor
OPD

7
Pembuatan jalan akses tembus menuju jalan
veteran guna memecah kemacetan yang mungkin
timbul (rekayasa satu arah akses kendaraan
sebagai pemenuh aspek optional activities)

Tahap 2: Kebutuhan prioritas 

8

Perancangan gedung kantor Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) prioritas (Inspektorat, BAPPEDA,
BKPSDM, BPKAD) yang dekat dengan kantor utama
dan terintegrasi dengan adanya jembatan
penghubung antarkantor (Pemenuh aspek
necessary activities).

78
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3.1. KONSEP TATA TAPAK



1

2

3

4

4

4

5
6

7

8

9

Taman bunga balaikota "tuin van java"

Pendopo existing

Kantor utama walikota-Sekda

Akses gawat darurat (jarak aman gedung)

Akses utama kendaraan

Kantor Organisasi Perangkat Daerah

Galeri kesenian-UMKM "ArtMag"

Akses pejalan kaki

SKEMATIK DESAIN TAPAK

1

2

3

4

5

6

7

8

Merencanakan galeri kesenian dan UMKM pada
akses jalan veteran yang cukup ramai karena
didominansi oleh wilayah perkantoran. Karena
cukup ramai dan menjadi jalur menuju Semarang
dan Yogyakarta zona tersebut direncanakan sebagai
tempat UMKM kuliner gethuk untuk oleh-oleh dan
galeri kesenian rakyat sebagaimana kehendak
publik yang menginginkan adanya fungsi tersebut
pada balai kota (pemenuh aspek social activities).

Tahap 3: Kebutuhan opsional
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Indikator: Citra Balai Kota
Parameter: Citra demokratis: public space dan kejelasan orientasi

Alternatif 1 Alternatif 2

Ruang publik utara dan selatan
bebas diakses oleh publik untuk
beraktivitas 

Ruang publik utara dan selatan
dilakukan pembatasan akses 

Indikator: Citra Balai Kota
Parameter: Citra demokratis: sirkulasi

Karena berada pada
massa pemerintahan,

diperlukan pembatasan
akses sirkulasi jalan

dengan pemberian portal
dan pos pengamanan

pada bagian depan

Karena lantai satu
dipusatkan sebagai ruang

pelayanan publik, sirkulasi
pada jalan tengah (satu arah)

menjadi jalan publik dimana
masyarakat bebas

mengaksesnya

Alternatif 1 Alternatif 2
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3.2. PRA-RANCANGAN DAN ALTERNATIF



1 2 3

4 5 6

Simbolisme 5 gunung:
Sumbing, Merapi,

Merbabu, Pegunungan
Menoreh, Telomoyo

Sebagai ruang publik pada muka kawasan,
taman bunga dirancang dengan konsep
filosofi yang merepresentasikan Kota
Magelang sebagai kota yang dikelilingi lima
gunung utama.

Pemilihan vegetasi yang memiliki
riwayat historis sebagai taman
kotanya Magelang saat zaman
kolonial dimana bunga menjadi
penghias visual dengan pohon
sebagai peneduh. Komposisi
antara rumput sebagai
groundcover, bunga, dan pohon
menjadi salah satu ciri taman
kota magelang.

Bougenville
cokelat-kuning

Gladiolus
putih

Pohon
beringin

Pohon Asam
Belanda

Figuratif taman bunga segitiga
berundak berjumlah 5
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Phlox drummondii
pink

Pohon Sawo
Kecik

Simbolisme
Gunung Tidar

pakuning
tanah jawa

sumber:
https://jateng.antaranews.com/
(2019)

Phlox
drummondii

(pink)

Gladiolus
putih

Bougenville
cokelat-
kuning

Pohon Asam
Belanda

Pohon
sawo
kecik

Indikator: Citra Balai Kota
Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota
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Indikator: Citra Balai Kota
Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Citra bangunan kolonial lebih
ditonjolkan dengan aksen lengkung dan
diberikan kesan kolom seperti pada
water torrent dan arch mengadopsi style
art noveau plengkung Magelang yang
menjadi bangunan heritage kolonial

Citra kebudayaan Jawa ditonjolkan pada
pemilihan fasad lengkung batik kawung
yang berpola bunga juga sekaligus
untuk memberikan identitas Magelang
sebagai tuin van java

Gabungan citra kebudayaan lokal Jawa
dan riwayat heritage kolonial yang
dipadupadankan. Warna hijau, pink,
putih, dan cokelat menjadi elemen aksen
warna yang berasal dari warna getuk
gondok sebagai kuliner khas Magelang.

KONSEP FASAD MUKA BANGUNAN UTAMA

Citra bangunan galeri kesenian
Magelang mengambil bentuk fasad
dinamis dan memanjang seperti gethuk
lindri dan atap mengambil model
limasan sederhana yang biasanya
ditemui pada rumah masyarakat biasa
sebagai filosofis kerakyatan.

Menambah aksen gapura pada pintu
masuk dan amfiteater sehingga
terdapat kesan menyambut.

Menambah aksen pada atap berupa
gunungan yang berasal dari kesenian
grebeg gethuk magelang yang biasanya
membawa gunungan gethuk jaler dan
estri dalam acaranya.

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

KONSEP AKSEN UTAMA BANGUNAN ARTMAG
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Massa bangunan utama
diorientasikan menghadap
pendopo dan alun-alun agar
mudah diinterpretasi oleh
publik. Pembuatan courtyard
untuk alur pencahayaan dan
penghawaan alami

Bukaan kaca terbesar diorientasikan
pada selatan bangunan yang memiliki
nilai solar faktor rendah (gedung ber-
AC). Bagian gedung belakang
menggunakan penghawaan alami.
Bagian bawah gedung menjadi void yang
terbuka untuk lobi pelayanan.

Jembatan penghubung antarkantor dibuat.
Gedung OPD dibuat aksen lengkung untuk
mengumpulkan cahaya alami. Kantor OPD
menggunakan sistem penghawaan alami.

Indikator: Peran balai kota sebagai ruang administrasi
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (eksterior)

Alternatif 1 Alternatif 2

Antara gedung OPD dan
Kantor Walikota-Sekda
dirancang terpisah tanpa
penghubung sehingga masing-
masing unit memiliki
independensinya.

Gedung OPD dan Kantor
Walikota terkoneksi dengan
jembatan penghubung sehingga
memudahkan koordinasi
antarbirokrat dan meningkatkan
aksesibilitas antargedung.
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Konsep fungsi bangunan:

Gedung perkantoran dengan konsep openspace

Ruangan didesain open plan dimana
elemen fix hanya berupa elemen dinding

exterior dan struktur. Hal ini dimaksudkan
agar pengaturan kebutuhan ruang dalam

dapat fleksibel mengikuti dinamika
kebutuhan birokrasi yang dinamis.

Interior dilakukan penyekatan
menggunakan dinding partisi

mengikuti ruang yang dibutuhkan
masa kini berdasarkan data para
birokrat yang akan diakomodir.

Namun, konfigurasi ruang dapat diubah
kedepannya dengan konsep open plan.

Dinding partisi dimungkinkan untuk
dikonfigurasikan ulang. 

Sekat partisi GRC

Ruang
staff: open
space

Fixed structure:
core bangunan

Fixed structure: core bangunanSelubung exterior:
jendela pivot
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Indikator: Peran balai kota sebagai ruang administrasi
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (Interior)



4. UJI KESEPAKATAN
RANCANGAN



Menunjukkan pra-rancangan kepada stakeholders untuk mendengar pendapat dan masukan serta memilih alternatif
terbaik berdasarkan preferensinya.

END-USER

Pohon beringin

zona publik yang bisa diakses
pada lantai dasar

Publik baiknya tetap bisa
mengakses balai kota dengan
mudah, tetapi perlu kontrol
keamanan yang baik dalam
lingkungan

Sekat interior baiknya
transparan untuk
meningkatkan teamwork
antarpegawai dan pejabat

Menggukan sekat
kaca (curtain wall)
sehingga
pencahayaan juga
lebih optimal

1 2

R
ES

P
O

N
M

A
S

U
K

A
N

Perlu penambahan
vegetasi pohon
beringin dan kepel
yang identik dengan
filosofis Jawa

Diberikan pos
pengamanan pada akses
utara dan selatan, publik
hanya bisa mengakses
lantai dasar

Dokumen
Uji Desain

3

Pohon beringin

 kepel

Sawo kecik
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4.1. UJI KESEPAKATAN STAKEHOLDERS
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MANAGERIAL

Dokumen Uji
Desain

Bentang jarak dinding ke
dinding dipertimbangkan
untuk isu pencahayaan

Pertimbangkan untuk
menjadikan bangunan
tropis dan bangunan hijau

Sediakan ruang
pengelolaan
sampah internal

Isu pencahayaan
direspon dengan
menggunakan banyak
bukaan dan shading
untuk mereduksi panas.
Tingkat pencahayaan
diuji dengan dialux

Direncakan
diletakkan di
selatan gedung
OPD dengan
ukuran 5x3 m
untuk masing"
organik; anorganik

Hanya sebagian kecil
gedung <25 % yang
menggunakan
penghawaan mekanis
(gedung utama dan
basement) 

R
ES

P
O

N
M

A
S

U
K

A
N

Bayangan gedung dapat
dimanfaatkan untuk area
rapat dan ruang terbuka

1 2 3 4

Ruang terbuka untuk
apel bisa menggunakan
inner court yang lebih
teduh. Ruang rapat
terbuka dapat
dilakukan pada rooftop.

AC unit
O A

Gedung
OPD

Alami

Blower



Jumlah lantai bisa ditambah
untuk pengoptimuman
keterbatasan lahan

Pertimbangkan untuk
penambahan area parkir
basement 

5

6

Pertimbangan biaya yang
terbatas dengan kebutuhan
ruang yang mencukup
dirasa sudah memenuhi
aspek kebutuhan ruang.
Kapasitas parkir dilakukan
peningkatan dengan
menambah jumlah
basement menjadi 3
sehingga kapasitas parkir
menjadi mobil 107 dan
motor 219.

-1

-2

-3

0

1

2

3

4

5
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MANAGERIAL

Dokumen Uji
Desain



PRIVAT

PUBLIK

Konsep terbuka dan terbatas menjadi tepat untuk
menciptakan peruntukkan ruang publik dan kantor

Memilih kembali vegetasi yang mampu bertahan
pada lingkungan outdoor tropis, khususnya pada
taman bunga representatif

7 8

Lantai dasar semua ruang terbuka untuk publik, lantai perkantoran yang
terletak di atas dilakukan pembatasan akses dengan aksesibilitas
elevator yang hanya dapat digunakan pegawai (authorized people).

Vegetasi yang lebih
tahan dan memiliki
tone warna sama
dengan konsep
gethuk trio pada
taman bunga
representatif dipilih 

Bunga
bintang
(Isotoma
longiflora)

Bunga
Lantana
(Lantana
camara)

Bougenville
cokelat-
kuning

MANAGERIAL

Dokumen Uji
Desain
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OWNER

Dokumen Uji
Desain

Muka bangunan
mengambil style water
torrent yang cenderung
bergaya kolonial dengan
aksen ornamentasi dan
atap yang bergaya Jawa
sebagai lokalitas.

Lebih mencirikan
kebudayaan lokal
Magelang sebagai kota
historis dan heritage

Perhatikan nilai penting
antara pemkot dan
masyarakat, khususnya
urgensi pendirian area UMKM
di bagian utara

Pertimbangkan form
lengkung (arch)
pada muka
bangunan agar lebih
berkesan kolonial

Pertimbangkan form
gapura agar lebih
mengedepankan
lokalitas, misal
gunungan wayang

1 2 3 4

UMKM menjadi pilihan
opsional, tetapi melihat
urgensinya bahwa belum
terdapat pusat edukasi dan
kuliner gethuk, terdapat
potensi untuk memulainya.
Selain ekonomi juga terdapat
potensi sebagai tempat
wisata. 

Menambahkan lis
sehingga terdapat
kesan seperti pada
style arch
bangunan heritage
plengkung Kota
Magelang.

Gubahan gapura
diubah mengambil
bentuk gunungan
wayang yang dapat
menjadi backstage dari
panggung performer.
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Ruang publik yang bisa diakses
siapapun, tetapi tetap diberi
batasan temporer atau sesuai
kebutuhan

Makna taman bunga tuin van
java dan simbol gunung tidar
perlu diberikan narasi dan
informasi untuk edukasi

Pembatasan akses agar kesan
balai kota tidak menjadi jalur
alternatif menuju jalan utara

5 6 7

Undak-undakan pada taman
bunga depan juga menjadi
penanda batas secara
intangible yang dapat
membatasi area luar balai
kota dengan bagian dalam. 

Terdapat pos satpam di
setiap akses utara dan
selatan balai kota yang
mampu mengawasi
aksesibilitas kendaraan
secara tidak langsung

Terdapat museum outdoor berupa
paviliun pada sirkulasi taman bunga yang
mampu menarik pengunjung secara visual
untuk mengetahui tuin van java.

OWNER

Dokumen Uji
Desain
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RESPONDEN
68 31

Kec. Magelang Utara

16
Kec. Magelang Tengah

13
Kec. Magelang Selatan

Masyarakat
Kota Magelang

Kuesioner
19/07/2023

Tempat UMKM membantu
wadah pengembangan ekonomi

sampling Pendapat
para responden

Sangat menginsipirasi dengan
mengadaptasi budaya lokal

Ruang publik disarankan dapat
menjadi wadah edukasi flora
dan fauna dalam tuin van java

Perlu ditambahkan pohon dadap
serep yang menjadi pohon
herbal khas kota magelang

Perlu disediakan tempat
pagelaran outdoor

Perlu ada fasilitas duduk dan
penerangan, bunga perlu lebih
variatif

3.75

Citra heritage dan lokalitas Kota
Magelang

Konsep ruang publik representatif

Konsep ruang publik yang terbuka
untuk rakyat

Konsep ruang publik utama di Balai
Kota

Konsep ruang publik sekunder pada
Balai Kota

Konsep ruang publik tersier di Balai
Kota

3.72

3.70

3.70

3.72

3.73

3.72/4.00

Rata-rata tingkat
preferensi sampling
masyarakat dengan
pendekatan populer

kategori: Baik-sangat
baik

HASIL PENILAIAN
DAN PENDAPAT
RESPONDEN
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4.2. PENILAIAN DESAIN: PENDEKATAN POPULER



Menggunakan metode verifikasi stakeholders, alternatif desain ditunjukkan untuk dipilih alternatif terbaik berdasarkan
preferensi masing-masing stakeholders. Hasil menunjukkan alternatif yang dipreferensikan oleh mayoritas stakeholders
adalah sebagai berikut:

Dinding sekat

Ruang
staff: open
spaceFixed structure:

core bangunan

Fixed structure: core bangunan

Selubung exterior:
jendela pivot

Afirmasi konsep fleksibilitas ruang interior1

Open plan Kebutuhan sekarang Kebutuhan nanti?

Gedung OPD dan Kantor
Walikota terkoneksi dengan
jembatan penghubung
sehingga memudahkan
koordinasi antarbirokrat dan
meningkatkan aksesibilitas
antargedung.

Alternatif 2

Pemilihan hubungan antargedung (eksterior)2

Pemilihan zona publik dan kejelasan orientasi3
Alternatif 1

Ruang publik utara dan selatan
bebas diakses oleh publik untuk
beraktivitas 

Aksesibilitas dan sirkulasi4

Karena berada pada massa
pemerintahan, diperlukan

pembatasan akses sirkulasi jalan
dengan pemberian portal dan pos
pengamanan pada bagian depan

Alternatif 2
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4.3. PEMILIHAN ALTERNATIF RANCANGAN



Citra identitas kota dalam muka utama bangunan 5

Alternatif 3 Gabungan citra kebudayaan lokal
Jawa dan riwayat heritage kolonial
yang dipadupadankan.

Aksen pada gedung ArtMag sebagai citra kota6

Menambah aksen pada atap berupa
gunungan yang berasal dari kesenian
grebeg gethuk magelang yang
biasanya membawa gunungan gethuk
jaler dan estri dalam acaranya.

Alternatif 3

Afirmasi Konsep taman bunga tuin van java7

Taman bunga disusun berundak melambangkan lima gunung yang mengelilingi Kota Magelang (Merapi, Merbabu, Sumbing,
Telomoyo, Menoreh) dengan pusat pada undak-undakan tiang bendera sebagai simbol "pakuning tanah jawa" Bukit Tidar
Magelang
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Lampiran foto dokumentasi dengan para stakeholders saat melakukan kegiatan uji desain. Kegiatan partisipatoris
menjadi salah satu peran advokasi bureucratic-active dengan tendensi untuk melayani komunitas terhadap ketertarikan
prinsip politisnya (rezaei, 2020), dalam hal tersebut masyarakat Kota Magelang yang demokratis.
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4.4. GALERI KEGIATAN PARTISIPATORIS



Melakukan uji desain berdasarkan kadiah peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (PP No. 16 tahun
2021)

KETERCAPAIAN KEBUTUHAN RUANG

Ruangan Utama Pejabat
Struktural

Ruangan Staff Total ruang kepegawaian

2.636,69
m2

2.418,8
m2 109 %

2.437
m2

1.451,2
m2 167 %

5.073,69
m2

3.870
m2

Kebutuhan minimal

Realisasi ruang

Tingkat ketercapaian

Ruang penunjang

1.274,86
m2

772,48
m2 165%

131 %

+ =

Acuan:

PP No. 16
tahun 2021

Data
DPUPR
Kota
Magelang

xlsx. data
kebutuhan
ruang detail
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4.5. UJI DESAIN NORMATIF



Perhitungan Kebutuhan Ruang 
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PRAKIRAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

91 M
15 M

Acuan: RPJMD
(2021-2026) 
dan SHBJ Kota
Magelang 76 M

180-210
M 7 M

70 M

Anggaran
RPJMD
2021-
2026

Prediksi
biaya  
DPUPR

Prediksi
biaya
desainer

Tahap 1: Gedung Utama
dan lansekap

Tahap 2: Gedung OPD
Tahap 3: Gedung ArtMag

SHBJ BGN tertinggi per m2: Rp 5.550.000 
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KELAYAKAN STRUKTUR

82

Dilatasi tower

Kolom beton
bertulang 80x50

Balok induk
beton
bertulang
80x40

2 UJI RESIST:
SAFE 100%

2

1
3

Dinding
Pemikul: 30 cm

3 UJI RESIST:
SAFE 100%

1 UJI RESIST:
SAFE 100%

Kolom bulat
diameter 50 cm

Balok induk
50x30 cm

Kelaikan struktur bangunan
berdasarkan PP No. 16
Tahun 2021 pasal 55
direpresentasikan dengan
keberhasilan 100% uji resist
struktur bangunan



KETERCAPAIAN KELAYAKAN INFRASTRUKTUR

83

Kelaikan sistem keselamatan bangunan berdasarkan PP
No.16 Tahun 2021 pasal 54 pada gedung



PENGHAWAAN
ALAMI

PENGHAWAAN
MEKANIS: BLOWER

PENGHAWAAN
MEKANIS: AC

UNIT

0,83

0,46
0,64

0,49

Dilakukan uji penghawaan alami dengan Autodesk CFD dengan potensi angin terbesar dari selatan sebesar 3.04 m/s.
Penilaian kenyamanan berdasarkan teori Lippsmeier (1997) dimana kecepatan angin 0,25-1,00 m/s tergolong nyaman
secara termal.

0,44

0,43 0,45

0,35

Pada zona lantai 1 yang
tidak terdapat bolongan
tengah, kecepatan angin
berkisar 0,35-0,45 m/s
dan tergolong nyaman
secara termal

Pada zona lantai tipikal
yang terdapat bolongan

tengah, kecepatan angin
berkisar 0,46-0,83 m/s

yang lebih nyaman
secara termal 

KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN TERMAL
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KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN VISUAL

Kenyamanan visual pada bangunan direpresentasikan menggunakan simulasi software dialux untuk menguji tingkat
pencapaian pencahayaan alami. Berdasarkan SNI 03-6197-2000 rata-rata dari standar kenyamanan visual pada ruang
kerja adalah 350 lux (target pencapaian)

Pukul 08.00 Pukul 12.00 Pukul 15.00

Area diatas 350 lux=
588,4 m2
Area= 1400 m2

85

Persentase=
42 %

Area diatas 350 lux=
311,05 m2
Area= 1400 m2

Persentase=
22 %

Area diatas 350 lux=
595,8 m2
Area= 1400 m2

Persentase=
43 %

Model jendela pivot dimensi
0,5x2 pada ketinggian 1.1 m



KETERCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI ENERGI

Efisiensi energi selain dirancang pada bangunan kantor yang mayoritas menggunakan sistem penghawaan alami, pada
gedung kantor utama yang menggunakan sistem penghawaan mekanis AC unit, nilai OTTV dihitung sebagai prasyarat
(dimana nilai OTTV harus <35 watt/m2).

Strategi pengurangan nilai OTTV:
Orientasi bukaan kaca diletakkan pada fasad selatan (curtain wall)
Fasad selatan yang menggunakan curtain wall menggunakan glass back panel insulation
Menghindari bukaan pada bagian fasad barat dan timur bangunan
Menggunakan secondary skin berupa batik motif kawung dengan dimensi 1x1x0,2 m
Pemilihan kaca dengan nilai SHGC rendah (sunenergy 0,8 mm) dimana masih dimungkinkan
penurunan nilai OTTV dibawah 25 watt/m2 jika menggunakan kaca stopray vision 31T yang
memiliki nilai SHGC terendah (0,19)

Nilai OTTV: 27,94 WATT/M2
WWR (AVG): 20,35%

File perhitungan
OTTV (xlsx)

510 panel surya
kapasitas 100 wp

Prediksi penghasilan energi: 51.000 w atau (51kw)

Pemasangan panel surya pada rooftop gedung utama
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5. HASIL RANCANGAN

YOUTUBE

VIDEO
ANIMASI



Jl. Alun-Alun Utara No.2, Magelang,
Kec. Magelang Tengah, Kota

Magelang, Jawa Tengah 56117

LOKASI

5.1. PERSPEKTIF MUKA DEPAN BALAI KOTA

BIMX
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5.2. PERSPEKTIF TAMPAK BELAKANG BALAI KOTA

BIMX

Jl. Alun-Alun Utara No.2, Magelang,
Kec. Magelang Tengah, Kota

Magelang, Jawa Tengah 56117

LOKASI
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Tampak selatan

Tampak utara

Tampak barat

Tampak timur

5.3. TAMPAK ORTOGONAL BANGUNAN BALAI KOTA
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Alun-alun Kota Magelang sebagai ruang terbuka publik luas
untuk kegiatan dengan jumlah massa yang banyak

Balai kota dengan ruang publiknya yang lebih teduh dan kantor eksekutif
yang merepresentasikan pemerintahan demokratis serta merakyat

5.4. SITUASI BALAI KOTA

Pagi 08.00 Siang 12.00 Sore 15.00
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1. R. Elektrikal 
2. R. Workshop Engineering
dan gudang 
3. R. IPAL 
4. R. Pengolahan air bersih 
5. R. Gense
Kapasitas: 30 mobil

1. Gudang 
2. R. Server 
3. R. Elektrikal (SDP ) 
Kapasitas: 30 mobil 40 motor

1. R. Satpam 
2. R. Klinik 
3. R. Server utama 
Kapasitas: 
12 mobil + 2 parkir disabilitas
98 motor + 2 parkir disabilitas 

BASEMENT 3

BASEMENT 2

BASEMENT 1

1. Lobby utama 
2. Tangga darurat 
3. R. Elektrikal 
4. Toilet dan toilet difabel 
5. Musholla
6. R. tunggu pelayanan 
7A. R. Pelayanan  
7B. Mezzanine: Koperasi 
8. R. Laktasi 
GF GEDUNG UTAMA 

1. Lobby Kantor OPD 
2. Musholla 
3. Tangga darurat 
4. R. Elektrikal 
5. R. Laktasi 
6. Toilet dan toilet difabel

GF KANTOR OPD
1. Amfiteater kesenian (GF)
2. UMKM dan Museum Gethuk (GF)
3. Galeri Kesenian (lantai 1)

GEDUNG ARTMAG

1. Jembatan penghubung
2. Toilet dan toilet difabel

3. R. Inspektur
4. R. Staff

5. Tangga darurat
6. R. Elektrikal

7. R. Rapat
LANTAI 1: INSPEKTORAT

1. R. Kepala Bappeda
2. Tangga darurat

3. R. Elektrikal
4. R. Staff Bappeda

5. Toilet dan toilet difabel
6. R. Rapat

LANTAI 2: BAPPEDA

1. R. Kepala BKPSDM
2. Tangga darurat

3. R. Elektrikal
4. R. Staff BKPSDM

5. Toilet dan toilet difabel
6. R. Rapat

LANTAI 3: BKPSDM

1. R. Kepala BPKAD
2. Tangga darurat

3. R. Elektrikal
4. R. Staff BPKAD

5. Toilet dan toilet difabel
6. R. Rapat

LANTAI 4: BPKAD

1. R. Rapat  
2. Tangga darurat 
3. R. Elektrikal 
4. R. Pleno 
5. Toilet dan toilet difabel 
6. R. Walikota 
7. R. Wakil Walikota 
8. R. Kabag Protokoler
Sekretariat Daerah
LT. 1 GEDUNG UTAMA 

1. R. Staf Ahli 
2. R. Pejabat Eselon III
3. R. Studio 
4. Tangga darurat 
5. R. Elektrikal 
6. R. Staff Sekda 
7. Toilet dan toilet difabel 
8. R. Asisten Sekda 
9. R. Sekretaris Daerah 
LT. 2 GEDUNG UTAMA 

1. R. Rapat 
2. R. Pejabat Eselon III
3. Tangga darurat 
4. R. Elektrikal 
5. Toilet dan toilet difabel 
6. R. Staff Sekda 
LT. 3 GEDUNG UTAMA 

1. R. Rapat 
2. R. Pejabat Eselon III
3. Tangga darurat 
4. R. Elektrikal 
5. Toilet dan toilet difabel 
6. R. Staff Sekda 
LT. 4 GEDUNG UTAMA 

1. R. Arsip 
2. R. Janitor 
3. Tangga Darurat 
4. R. Elektrikal 
5. Toilet dan toilet difabel 
6. R. Staff Sekda 
7. R. Eselon III
LT. 5 GEDUNG UTAMA 

510 panel surya
kapasitas 100 wp

Prediksi penghasilan energi:
51.000 w atau (51kw)
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5.5. AXONOMETRI EXPLODED



A

BC
D
E

F
G

H

H

H
I J

K

L
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5.6. ORGANISASI MASSA BALAI KOTA

PRIVAT PUBLIK

Keamanan balai kota diakomodir pada pengaturan zonning
dimana lantai dasar (GF) digunakan untuk ruang publik dan
lantai atas (UF) digunakan untuk keperluan perkantoran.
Aksesibilitas ke UF hanya melalui elevator dengan
pembatasan akses sehingga ruang birokrat lebih aman
terhadap potensi gangguan keamanan. 



C

D

Lobby balai kota (gedung utama)

Ruang pelayanan dan pengaduan

A

B

Ruang publik selatan: taman bunga tuin van java

Paviliun tuin van java outdoor

Sebagai muka depan balai kota, ruang publik selatan
merepresentasikan citra tuin van java dengan adanya
taman bunga yang disusun berdasarkan filosofi
identitas Kota Magelang. Tone warna bunga
disesuaikan dengan warna gethuk trio, pelestarian
pendopo menjadi ruang publik yang dapat
dimanfaatkan masyarakat, penyusunan taman bunga
berundak berlandaskan filosofis Magelang sebagai
kota yang dikelilingi oleh banyak gunung.
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Paviliun tuin van java menceritakan riwayat historis Kota Magelang sebagai paradijs
van Java dengan ilustrasi yang memberikan kesan visual menarik sehingga
masyarakat tidak jenuh mempelajarinya daripada hanya sekadar tulisan nama latin
tanaman atau narasi sejarah yang monoton ditemui pada perancangan instalasi
informasi umum pada ruang publik.

Lobby utama balai kota menjadi tempat penerimaan tamu sekaligus
masyarakat yang berkunjung. Selain itu, ruang ini secara tidak
langsung juga menjadi tempat pengawasan pengunjung yang
mengakses balai kota. Bagian ruang yang terbuka memberi kesan
balai kota yang dapat diakses oleh siapapun sehingga tercipta kesan
demokratis atau keberpihakan terhadap rakyat.

Ruang pelayanan dan perizinan menjadi ruang yang banyak
dipreferensikan oleh masyarakat Kota Magelang dalam kuesioner
yang disebar. Ruang ini ditempatkan pada bagian utara lobby utama
dan paling dekat dengan akses parkir publik (parkir outdoor). Hal ini
sebagai strategi agar pengunjung memiliki akses terdekat dalam
mendatangi tempat pelayanan.



H

Ruang kerja staff

Berangkat dari koreksi bahwa untuk meningkatkan kinerja antartim
sekat kantor harus transparan yang juga menjadi bentuk
memudahkan pengawasan, rancangan ruangan staff didesain open
plan sedangkan ruang para pejabat didesain dengan sekat
transparan kaca (curtain wall). Hal ini juga digunakan untuk
meningkatkan kinerja pencahayaan alami gedung.

E

F

G

Lobby kantor OPD

Selain berfungsi untuk menerima tamu, lobby pada gedung kantor
OPD juga secara tidak langsung digunakan untuk mengawasi
pengunjung yang mengaksesnya. Selain itu, adanya microlibrary
pada lobby juga diharapkan berguna untuk sarana edukasi
masyarakat sehingga lobby OPD dapat hidup sebagai ruang publik
yang edukatif. 

Kantin bersama 

Lapangan yang teduh untuk apel dan masyarakat
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Kantin diletakkan dekat dengan ruang pelayanan dan perizinan
sehingga kantin selain mudah diinterpretasi oleh pengunjung juga
mudah diakses. Hal ini sebagai strategi sehingga para tenants yang
berjualan mendapat spektrum pengunjung yang lebih luas (karena
tidak hanya berasal dari pegawai kantor) untuk meningkatkan hasil
penjualannya.  

Pendapat mengenai ruang apel pegawai yang harus teduh
diakomodir pada courtyard yang teduh karena terletak diantara
bangunan tinggi balai kota. Karena kegiatan apel bersifat temporer,
lapangan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk duduk santai
sehingga letaknya dirancang dekat dengan ruang pelayanan.
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Stand UMKM Kuliner Gethuk 

Galeri historis gethuk Magelang (museum)

Pendopo existing: untuk masyarakat

Amfiteater galeri kesenian ArtMag

K
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Berdasarkan penelusuran pendapat, masyarakat meminta adanya
ruang UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Uji
desain menghasilkan bahwa UMKM yang diakomodir perlu memiliki
nilai penting antara Pemkot dan masyarakat. UMKM kuliner gethuk
menjadi ide untuk mengintegrasikan para penjual gethuk yang
beragam di Kota Magelang sebagai pusat oleh-oleh. Untuk menarik
pengunjung, fungsi ruang berupa instalasi museum dan galeri
kesenian ditambah sehingga bangunan tidak memiliki fungsi
monoton. 

Instalasi museum yang menjelaskan gethuk sebagai kuliner khas
Kota Magelang diharapkan mampu menarik secara visual
pengunjung yang mengakses gedung ArtMag. Hal ini menjadi
strategi untuk meningkatkan pengunjung sehingga diharapkan
kuliner gethuk dapat dipahami, dipelajari, dan dibeli
(penyeimbangan nilai sosial sebagai ruang publik dan nilai
komersial).

Pelestarian pendopo bagian depan juga berlandaskan pemikiran
bahwa pendopo tersebut merepresentasikan jejak historis situs
kabupaten kuno. Selain itu, rancangan ini juga mengembalikan
fungsi pendopo sebagai ruang menerima tamu dimana tamu yang
dimaksud adalah rakyat sehingga pendopo tidak bersifat eksklusif,
tetapi terbuka untuk diakses oleh para pengunjung balai kota.

Bangunan ArtMag menggabungkan fungsi sosial, komersial, dan
edukasi-budaya sehingga tercipta bangunan yang tidak monoton
dengan harapan pengunjung yang mengaksesnya meningkat. Lantai
satu dimanfaatkan sebagai tempat penjualan dan galeri historis
gethuk, amfiteater didesain sebagai panggung budaya untuk
menarik pengunjung dengan penampilan pelaku seni. Lantai dua
menjadi galeri kesenian yang dimanfaatkan untuk acara pameran
karya seniman Magelang (ruang bersifat open plan).
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5.7. SITEPLAN BALAI KOTA
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5.8. DENAH 
DENAH BASEMENT 3: GEDUNG UTAMA
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DENAH BASEMENT 2: GEDUNG UTAMA
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DENAH BASEMENT 1: GEDUNG UTAMA
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DENAH GF GEDUNG UTAMA
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DENAH LT. 1 GEDUNG UTAMA
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DENAH LT. 2 GEDUNG UTAMA
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DENAH LT. 3 GEDUNG UTAMA
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DENAH LT. 4 GEDUNG UTAMA
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DENAH LT. 5 GEDUNG UTAMA
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DENAH GF KANTOR OPD
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DENAH LT. 1 KANTOR OPD
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DENAH LT. 2 KANTOR OPD
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DENAH LT. 3 KANTOR OPD
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DENAH LT. 4 KANTOR OPD
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DENAH ARTMAG
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5.9. POTONGAN
POTONGAN S-01
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POTONGAN S-02
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POTONGAN S-03
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POTONGAN S-04
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POTONGAN S-05
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POTONGAN PARSIAL
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5.10. DETAIL ARSITEKTURAL
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DETAIL ARSITEKTURAL
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5.11. DETAIL SELUBUNG BANGUNAN
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5.12. DETAIL INTERIOR UTAMA
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5.13 SKEMATIK PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN
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5.14. SKEMATIK TRANSPORTASI VERTIKAL DAN DISABILITAS

Dokumen
Gambar

Arsitektural

Ramp gedung OPD Lift basement

Pedestrian

Toilet disabilitasRamp gedung utama
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5.15. SKEMATIK JARINGAN INFRASTRUKTUR
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5.16. SKEMATIK KESELAMATAN BANGUNAN
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5.17. PERSPEKTIF EKSTERIOR DAN INTERIOR
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5.18. KOMENTAR DAN SARAN PENGUJI

PENGUJI 1
M. Galieh Gunagama, S.T., M.Sc.

KOMENTAR DAN SARAN

Bagaimana menjelaskan ruang publik
yang tercipta di utara dan selatan,
khususnya ruang publik utara yang lebih
cenderung untuk komersial?

Ruang publik utara dan selatan bebas diakses oleh
publik. Zona yang terpisah dari inti massa
perkantoran membuatnya dapat diakses oleh publik
kapan pun tanpa mengganggu kepentingan birokrasi.
Ruang publik utara (ArtMag) memang diarahkan
sebagai ruang publik yang mendukung fungsi
perekonomian dengan hadirnya tempat UMKM gethuk. 

Bagaimana menjelaskan fasad batik
kawung pada fasad utara (kantor OPD)
dalam fungsinya dan estetikanya?

Fasad batik kawung lebih difungsikan untuk menjaga
privasi ruang perkantoran sehingga ruang dalam lebih
tersamarkan sekaligus memberikan kesan estetika
dengan pola kawung yang juga melambangkan
ekspresi tuin van java pada bagian utara balai kota
(gedung ArtMag).

RESPON

PENGUJI 2
Dr. Ar. Jarwa Prasetya Sih Handoko, ST. , M.Sc., IAI., GP.

KOMENTAR DAN SARAN

Participatory design tidak
menggunakan model menggambar
bersama, jelaskan metode Anda!

Menggunakan metode design for user (rujukan teori
vogel (2021)) dimana participatory design
mendengarkan pendapat para stakeholders
(emphatize) yang kemudian tahap define, ideate,
design dilakukan oleh perancang, dan testing
dilakukan kembali dengan mengajukan pra-rancangan
ke para stakeholders.

Bagaimana cara Anda mengakomodir
keamanan dan keselamatan bangunan

Dengan memperhatikan peraturan serta standar yang
berlaku dan diterapkan baik pada rancangan
bangunan maupun tata tapak.

RESPON

RUJUKAN

RUJUKAN

128

Halaman
61 dan 62

Halaman
65, 73, 77

Halaman
26, 27, 28

Halaman
82, 83, 97



6. LAMPIRAN
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MODEL BANGUNAN (MAKET)
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LAMPIRAN UJI DESAIN: STAKEHOLDERS PUBLIK KOTA MAGELANG

Audio Uji
Desain

Audio Uji
Desain
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LAMPIRAN UJI DESAIN: BAPPEDA KOTA MAGELANG

LAMPIRAN UJI DESAIN: SEKDA KOTA MAGELANG

Audio Uji
Desain

Audio Uji
Desain
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LAMPIRAN UJI DESAIN: DPUPR KOTA MAGELANG
Audio Uji
Desain
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